BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 503/Kpts. 122 -Huk/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa standar pelayanan merupakan pedoman
dalam penyelenggaraan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

b. bahwa dalam upaya terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat serta memperpendek proses pelayanan
guna mewujudkan pelayanan sederhana,
partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan,
dan keadilan perlu adanya standar pelayanan
dalam perizinan,;

c. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima
dan memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat di bidang perizinan berusaha pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran
dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah, Standar pelayanan ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Standar Pelayanan  Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);




12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat = Daerah  Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 9);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Nomor 43);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2021 Nomor 70);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Nomor:
503/197/DPMPTSP/2022, tanggal 15 Maret 2022, Hal:

Mohon Koreksi untuk Selanjutnya Diproses;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU diperuntukkan memberikan kepastian
dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan
yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara
pelayanan dan masyarakat dalam penyelenggaraan

perizinan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dikelompokkan menjadi 2 (dua)
komponen standar pelayanan perizinan terdiri atas:

a. Komponen Standar Pelayanan Perizinan yang terkait
dengan proses penyampaian pelayanan (service
delivery); dan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan

proses pengelolaan pelayanan (manufacturing).

Memerintahkan seluruh aparatur DPMPTSP dalam
melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan perizinan
yang berkualitas dan memberikan kepastian hubungan
antara DPMPTSP dengan masyarakat dalam

memperoleh perizinan.




KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan
Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pangandaran.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali

apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 7 April 2022

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;

3. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran;

4. Yang bersangkutan.

Paraf Koordinasi 1




KELIMA

KEENAM

Tembusan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan
Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pangandaran.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 April 2022

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran;

4. Yang bersangkutan.




KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan

Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pangandaran.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali

apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 April 2022

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;

3. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.




. Izin Praktik Fisioterapis,

. Izin Kerja Refraksionis Optisien,;

. Izin Praktik Apoteker;

. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;

.Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 503/Kpts. 122 —-Huk/2022
TANGGAL : 7 april 2022

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Rendah)/Nomor Induk Berusaha
(NIB);

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Rendah)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Tinggi)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi)/Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Izin;

Izin Praktik Dokter;

Izin Praktik Dokter Gigi;

Izin Praktik Dokter Spesialis;
Izin Praktik Bidan;

Izin Praktik Perawat;

. Izin Kerja Perekam Medis;

. Izin Praktik Tenaga Gizi;

.1zin Kerja Tenaga Gizi;

.1zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

.I1zin Praktik Penata Anestesi;

. Izin Praktik Elektromedis;

.Izin Kerja Radiografer;

.1zin Terdaftar Penyekat Tradisional ( STPT);

. Izin Praktik Okupasi Terapis;

. Izin Kerja Okupasi Terapis;




 permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya |
| | izin.
' 8 Evaluasi Kinerja '+ Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur
| | keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala |
i dalam pelaksanaan pelayanan;
* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.




| permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya

_ | izin.

| 8 Evaluasi Kinerja !- Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur |

. keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala |
dalam pelaksanaan pelayanan,

'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

BUPATI BANGANDARAN,




LAMPJRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN.

DAFTAR STANDAR PELAYANAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Rendah)/Nomor Induk Berusaha
(NIB);

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Rendah)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Tinggi) /Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);

4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi) /Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Izin;

Izin Praktik Dokter;
Izin Praktik Dokter Gigi;

Izin Praktik Dokter Spesialis;

Izin Praktik Bidan;
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Izin Praktik Perawat;
10. Izin Praktik Fisioterapis;
11. Izin Kerja Refraksionis Optisien;

12. Izin Praktik Apoteker;

13. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. 1zin Kerja Tenaga Sanitarian,

15. I1zin Kerja Perekam Medis;

16. Izin Praktik Tenaga Gizi,

17. Izin Kerja Tenaga Gizi;

18. 1zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

19. Izin Praktik Penata Anestesi;

20. Izin Praktik Elektromedis;
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. Izin Kerja Radiografer;

h-
@Izin Terdaftar Penyekat Tradisional ( STPT);
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43.
44,

45.

46.

47.

. Izin Praktik Okupasi Terapis;
. Izin Kerja Okupasi Terapis;
Izin Praktik Terapis Wicara;
Izin Kerja Terapis Wicara;

Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
Izin Praktik Ortotis Prostetis;

Izin Kerja Ortotis Prostetis;

Izin Tukang Gigi;

. Izin Kerja Optometris;

Izin Praktik Psikolog Klinis;

Izin Praktik Akupuntur Terapis;

Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

[zin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta;

Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta;

Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Swasta;

[zin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta;
Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;

[zin Pendirian Sekolah Menengah (SMP) Swasta;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Kursus dan
pelatihan (LKP);

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kelompok Belajar;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Balai Belajar Bersama:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Bimbingan

Belajar;

Izin Reklame.




1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Rendah)/Nomor Induk Berusaha
(NIB) '

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

N - - e L === e

'No I[L Kom_l-:ionen_ Uraian
R s A |

1 Persyaratan
Pelayanan

Nomor Induk Kependudukan (NIK);
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Email Aktif;

Akta notaris dan surat penetapan badan hukum
_ (apabila pendiri adalah badan hukum);

' 5. Nomor handphone aktif dan dapat dihubungi.

i

2 | Sistem,

Mekanisme dan o

Prosedur ﬂ

Online Single
Submission (0SS)

| U

Membuat akun/Mendaftar pada sistem
Online Single Submission (0SS) |

| i

Masuk ke akun OSS dan mengisi data yang
dibutuhkan

J

Penerbitan
Nomor Induk Berusaha (NIB)

i
e

1. Pemohon membuat akun OSS melalui laman Online Single
Submission di www.oss.go.id. Klik “Daftar” yang ada di
pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera. Setelah
proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi
melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka
email Anda, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan
akun OSS;

2. Pemohon masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk
kembali pada laman OSS di www.oss.go.id untuk masuk
ke akun Anda. Username di isi dengan email dan
password diisi dengan password yang telah dibuat pada
saat pendaftaran. Klik “Perizinan Berusaha” kemudian
klik “Permohonan Baru”. Isi semua data pribadi dan data
mengenai ‘perusahaan Anda yang dibutuhkan seperti:
Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha,

’ Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha, Modal

=B




| investasi dan Jumlah tenaga k_erja. Selanjl:tnya, klik

‘ tombol “Simpan Data”;

| 3 | Jangka Waktu 3. Klik “Simpan dan Lanjutkan” data usaha yang telah

| Penyelesaian | dilengkapi. Klik tombol “Proses Perizinan Berusaha”.

i Ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol “NIB” untuk

| menerbitkan NIB;

| 4. NIB yang diterbitkan sudah dapat diunduh dan dicetak.
Paling lama 1 (satu hari) apabila persyaratan lengkap dan

| proses permohonan dilakukan dengan benar.

| 4 |Biaya/Tarif | Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

5 | Produk Pelayanan Nomor_lndl_ﬂ_{ berusaha (NIB]-
| - - — — — R — = + — S— — e —— ————at - — - S
.~ 6  Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,
| g = a. Secara langsung melalui :
| - Saran, dan

| : | M I 1. Kotak saran
| asukan
2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/

2. Telepon : 082315842500

3. SMS : 082315842500

4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com | |

5. Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393 |
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

| No ‘ Komponen i Uraian

1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis |
Risiko; ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tenitang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
| 4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kep&llai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan FPerizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

| 2| Sai'al_r-'x_, Prasarana | 1. Perangkat Komputer;
| dan/atau Fasilitas | 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
| | 3. Telepon;

!_ 4_._ Sarana Pengag_iua_n;_

-4 -




i 3 Kompeten31 l| i ¥ Pend1d1kan mmlrnal SMA sederajat; |
i Pelaksana ' 2. Mampu mengoperasikan komputer;
f 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang |
| - | berlaku; - '
4 | ' Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan Iangsung secara ber_]enjang,
Internal | 2. Dllaksanakan_ secara berkala dan berkqlanjutan,
5 Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang |

6 Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan bena.r serta mengikuti
' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
' dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

| 7 | Ja.mman ' Setjap pemohon yang menglkutl prosedur yang telah

| ' Keamanan dan . dltetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

I Keselamatan | di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas ;
' Pelayanan ' permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya .

‘ | izin.

! 8 | Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur ‘

|

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala\
dalam pelaksanaan pelayanan;

! | !- Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |

. | berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala ‘
' sedikitnya 3 bulan sekali.

L |

T N — e — e ———

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Rendah)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

! No 1 Kompoﬁ;n - Uraian

1 | Persyaratan
i  Pelayanan i

Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); |

Email Aktif; ‘

Akta notaris dan surat penetapan badan hukum ‘
- (apabila pendiri adalah badan hukum);

‘ ' ‘ 5. Nomor handphone aktif dan dapat dihubungi; |

B W ok




Slstern
Mekanisme dan
' Prosedur

{

Online Single Submission (0SS)

d

J

Membuat akun/Mendaftar pada sistem Online Single Submission (0SS) |

i |

Masuk ke akun 0SS dan mengisi data yang dibutuhkan [

J

Pemenuhan persyaratan sesuai bidang usaha/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)

Penerbitan

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)

. Klik  “Perizinan  Berusaha” dilanjutkan dengan

I
i

. Pemohon membuat akun OSS melalui laman Online |

Single Submission di www.oss.go.id. Klik “Daftar” yang
ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera.
Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan
aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara
buka email Anda, klik tombol aktivasi untuk '
mengaktifkan akun OSS; ‘

. Pemohon masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk

kembali pada laman OSS di www.oss.go.id untuk masuk
ke akun Anda. Username di isi dengan email dan password |
diisi dengan password yang telah dibuat pada saat
pendaftaran. Klik “Perizinan Berusaha” kemudian klik
“Permohonan Baru”. Isi semua data pribadi dan datal
mengenai perusahaan Anda yang dibutuhkan seperti:
Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha,|
Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha, Status‘
tempat usaha, Modal investasi dan Jumlah tenaga kerja.\
Selanjutnya, klik tombol “Simpan Data”;

. Klik “Simpan dan Lanjutkan” data usaha yang telah‘

dilengkapi. Klik tombol “Proses Perizinan Berusaha”. Ikuti
langkah selanjutnya, klik tombol “NIB” untuk menerbitkan
NIB, lalu klik “Cetak Sertifikat Standar” dengan status
belum terverifikasi;

“Pemenuhan Persyaratan” kemudian penuhi persyaratan|
yang tertera;

. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diverifikasi oleh

instansi terkait, status Sertifikat Standar (SS) berubah
menjadi terverifikasi dan sudah dapat diunduh dan
dicetak. . _ ) B




3 Jangka Waktu
‘ Penyelesaian

‘ Blaya / Tarif

Paling lama 1 (satu haﬁ) apal_)ila- persyaré.t;n lt_ei;gkap ci_ain B _—‘
proses permohonan dilakukan dengan benar.

Rp 0,- (Bebas biaya/Gratls) |

‘ Produk Pelayana.n

Nomor Induk berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (S§) |

6 Penanganan
! Pengaduan,
| ' Saran, dan
i ' Masukan

Pengaduan saran dan masukan dapat dlsampa.lkan

| a. Secara langsung melalui : ‘

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan |

b. Secara tidak langsung melalui : ‘
1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/ |

Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500 5

Email : -pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

Kabupaten Pangandaran

L

B. Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen

Uraian

| 1 Dasar Hukum

2 ISa;ain, Prasarana

' ' dan/atau Fasilitas |

' 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
| Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis _
. Risiko; |
' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang ‘
' Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; '
4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penzman|
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

I
s |
|

. Perangkat Komputer;

. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
. Telepon,;

. Sarana Pengaduan;

' 3 | Kompetensi
' Pelaksana

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;l

W=k W~

4 | Pengawasan
Internal

5 J umlah Pelaksana

- !

. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang; |
. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; :
|

—

N

1 (satu) orang




6 | Jaminan Permohonan yang leng_kap dan genar s;rta fnengikuti
| ' Pelayanan prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan|
' Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. ‘

=ik _—— S — + —

|7 iJaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedu; yang telah!

' Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
| | Keselamatan | ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonani
| ' Pelayanan - selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

| untuk rne.ngul«:uri
= | keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

‘”8 . Evaluasi Kinerja . E;}aluasi ki—nerja- dilaksanakan

'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan!
. berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala

— = — - - = S ——

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Menengah Tinggi)/Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

' No Kompoﬁén

U :

Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Email Aktif;

Akta notaris dan surat penetapan badan hukum

- (apabila pendiri adalah badan hukum);

| 5. Nomor handphone aktif dan dapat dihubungi; l
| Pemenuhan persyaratan sesuai dengan bidang usaha.

| 1 | Persyaratan
i ' Pelayanan
| _

Rk =

o




Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

!

Online Single Submission (0SS)

U

Membuat akun/Mendaftar pada sistem Online Single
Submission (0SS)

U

Masuk ke akun 0SS dan mengisi data yang dibutuhkan

U

Pemenuhan persyaratan sesuai bidang usaha/Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

!

Penerbitan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dan Sertifikat Standar
(Ss)

i
T

Pemohon membuat akun OSS melalui laman Online
Single Submission di www.oss.go.id. Klik “Daftar” yang
ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera.
Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan
aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan
cara buka email Anda, klik tombol aktivasi untuk
mengaktifkan akun OSS;

. Pemohon masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk

kembali pada laman OSS di www.oss.go.id untuk masuk
ke akun Anda. Username di isi dengan email dan
password diisi dengan password yang telah dibuat pada
saat pendaftaran. Klik “Perizinan Berusaha” kemudian
klik “Permohonan Baru”.

Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan
Anda yang dibutuhkan seperti: Nama usaha, Sektor
usaha, Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang
digunakan, Alamat usaha, Status tempat usaha, Modal
investasi dan Jumlah tenaga Kerja. Selanjutnya, klik
tombol “Simpan Data”;

. Klik “Simpan dan Lanjutkan” data usaha yang telah

dilengkapi. Klik tombol “Proses Perizinan Berusaha”.
[kuti langkah selanjutnya, klik tombol “NIB” untuk
menerbitkan NIB, lalu klik “Cetak Sertifikat Standar”
dengan status belum terverifikasi;

. Klik “Perizinan Berusaha” dilanjutkan dengan

“Pemenuhan Persyaratan” kemudian penuhi persyaratan
yang tertera;

-9 -




S. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diverifikasi
oleh instansi terkait, status Sertifikat Standar (SS)
berubah menjadi terverifikasi dan sudah dapat diunduh

dan dicetak.

3 I Jangka Waktu  Sesuai dengan kegiatan usaha/bidang usaha dan tertera|
| | Penyelesaian pada 31stem OSS |
. 4 iBiaya/Tarif Rp. 0 (Bebas blaya/ Gratls) _

i S Produk Pelayanan ‘ Nomor Induk berusaha (NIB) dan Sertlﬁkat?t;a [_Sé) ) _]
6 Penanganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

Pengaduan, . /
| a. Secara langsung melalui : ‘

| aran,
‘ S dao | 1. Kotak saran i
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan |
, . | b. Secara tidak langsung melalui :
‘ . \ 1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
! Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Emalil : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
i | Kabupaten Pangandaran i

AW

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No I Komponen et - Uraian 5

' Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

! 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

‘ Risiko;

| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

‘ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

| 4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

| 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala

| ’ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

. Perangkat Komputer;
. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
. Telepon;

2 _: Saran, Prasarana 1
2
3
' 4. Sarana Pengaduan;
1
2
3

dan/atau Fasilitas

3 | Kofnpetensi . Pendidikan minimal SMA sedera_]at

' Pelaksana . Mampu mengoperasikan komputer;
I . Memahami peraturan perundang-undangan yang ‘
' berlaku; - ]
4 : Pengawasan | 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;
| i 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

| Internal
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5 | Jumlah i’ela}ksana | 1 (satu) ora_ng

. 6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta -fheh.gikuti.
' . prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
| ' dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 iJaminan | Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telahl

. Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
| Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
! izin.

' 8 Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanaks;'x N ﬁ;ztuk mengu-l_(u.x:i
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan; !

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikani
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala

_sec!ikijmyg_?) bulan sekali._ B

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risiko Tinggi)/Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Izin

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

i-Nol : Komponen | Uraian

|
\ 1 | Persyaratan
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); |
Email Aktif; i
Akta notaris dan surat penetapan badan hukum =
i (apabila pendiri adalah badan hukum);

5. Nomor handphone aktif dan dapat dihubungi;

6. Pemenuhan persyaratan sesuai dengan bidang usaha.

Pelayanan

& G110 s

<3 =




. 2 | Sistem,
| i Mekanisme dan
Prosedur

| 1.

dan dicetak.

Online Single Submission (0SS)

it

[ Membuat akun/Mendaftar pada sistem Online Single Submission (0SS) |

U

Pemenuhan nersvaratan sesuai hidane
usaha/Klasifikasi RBaku Lanangan lisaha
Indonesia (KBLI)

U

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin ‘]

Masuk ke akun OSS dan mengisi data yang dibutuhkan —l

4
o>

Pemohon membuat akun OSS melalui laman Online
Single Submission di www.oss.go.id. Klik “Daftar” yang
ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera.
Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan
aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan
cara buka email Anda, klik tombol aktivasi untuk
mengaktifkan akun OSS;

Pemohon masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk
kembali pada laman OSS di www.oss.go.id untuk masuk
ke akun Anda. Username di isi dengan email dan
password diisi dengan password yang telah dibuat pada
saat pendaftaran. Klik “Perizinan Berusaha” kemudian
klik “Permohonan Baru”. Isi semua data pribadi dan
data mengenai perusahaan Anda yang dibutuhkan
seperti: Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan
usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha,
Status tempat usaha, Modal investasi dan Jumlah
tenaga kerja. Selanjutnya, klik tombol “Simpan Data”;

Klik “Simpan dan Lanjutkan” data usaha yang telah
dilengkapi. Klik tombol “Proses Perizinan Berusaha”.
[kuti langkah selanjutnya, klik tombol “NIB” untuk
menerbitkan NIB, lalu klik “Pemenuhan Persyaratan”
untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi;

Kemudian penuhi semua persyaratan yang tertera;
Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diverifikasi
oleh instansi terkait, klik “Cetak NIB” untuk melihat izin

yang sudah terbit, NIB dan Izin sudah dapat diunduh

= 10 =




. 3 | Jangka Waktu \ Sesual dengan keglatan usaha/bidang usaha dan tertera 1

| | Penyelesaja,n - pada sistem OSS
| 4 Blaya/Tﬁtr_lf_ ) F}‘_p 0 ,- (Bebas b1aya/ 'Gratis) | _ -

5_ Produk P_e_lgyanan | Nomor Induk berusaha (NIB) dan Izin -

6 | | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

' Pengaduan,
a. Secara langsung melalui :
! Saran, dan
1. Kotak saran '

| Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan '

b. Secara tidak langsung melalui :
3. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
4. Telepon : 082315842500
| 5. SMS : 082315842500
6. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
7. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

‘ Komponen Uraian |
AR 25l il

1|

i

|

—————

| No
|
=
|
|

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta '
Kerja;
' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang |
| Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; |
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
| Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
| 4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
| . Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 Saran, Prasarana 1 Perangkat Komputer;

dan/atau Fasilitas | 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
3. Telepon; i
| 4. Sarana Pengaduan; '

| 1. Pendidikan minimal SMA sedera_]at

3| Kompeten si

|
| |
: Pelaksana i 2. Mampu mengoperasikan komputer;
| | 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang :
berlaku; - - B
4 ben_éé\;a;an 15 Dllaksanakan oleh atasan langsung secara beljen_;ang,

i Internal ' 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

|

e -
|
|

5 Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang

= 13-




| 6 | Jarnman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta meng1kut1 |

. |prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
! dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

|
| ——

7 | Jaminan Setlap pemohon yang meng1kut1 prosedur yang telah

Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

; | Keselamatan | di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
' Pelayanan - permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya |

8 Evalua51 Kmer;]a B Eva]ua31 kinerja dilaksanakan untuk mengukur

i keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan

| berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala |

sedlkltnya 3 bulan sekah

5. Izin Praktik Dokter

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

e
NO[ Komponen ‘ el S Ura.tan )
1 ‘Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan ribu rupiah);
|

2. Fotokopi identitas pemohon;
. 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm
(masing-masing 3 lembar);

4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

| ' 5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan

: ' dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia

o (KKI);

6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau
surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan
sebagai tempat praktiknya;

' 7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter
yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu;

8. Asli Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai
tempat praktik;

' 9. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

| rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan

! diwakilkan.




2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

&

- -
]

(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ

Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan Izin

g

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
Petugas  pendaftaran (front  office) memeriksa
kelengkapan persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada
petugas validasi;

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

[zin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

|
|

S | Produk Pelayanan

3 | Jangka Waktu
' Penyelesaian
SRR A i e

4  Biaya/Tarif

6 | Penanganan
' Pengaduan,
: Saran, dan
Masukan

| Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan

' dinyatakan lengkap.
kp. 0 ;¢ \Behas blaya) Grabs)
Izin Praktik Dokter

a.

. b.

| Pengaduan, saran dan masul%an dapat disampaikan :

Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

Secara tidak langsung melalui :
1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/

- 15 -




Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

KL hew

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen 1 Uraian
= !

1 %Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomdr
Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan |
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

| 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Saran, Prasarana 1. Perangkat Komputer;

dan/atau Fasilitas 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;

5 14. Toilet.

L 3 Kompetensi ' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer;
i ' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
' berlaku; - -
gr_;_f’engawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
i Internal berjenjang;

' 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
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5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang

—_—— —

6 Ja.mman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkuhE
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah dltetapkan

7 Jamman Setlap pemohon vang meng1kut1 prosedur yang telah

' Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama|

' Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas

Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
izin.

8 Evalua31 Kinerja -+ Evaluasi kmelja dllaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala

dalam pelaksanaan pelayanan; _

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan

| berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
' . sedikitnya 3 bulan sekali.

6. Izin Praktik Dokter Gigi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No I Ko;;'i-ponen. | l{ S . L e _Urman' n =% e i
1| Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterail_ Rp ]0060,—_(sepu1uh
' Pelayanan ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6
(masing-masing 3 lembar);
4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan,
' 5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan:
dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI);
| 6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau
surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan
| sebagai tempat praktiknya;

7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Cng1
yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu; ’

8. Asli Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai

. tempat praktik;

| 9. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan. '

S e




2 | Sistem,

Mekanisme dan — o

Prosedur ﬂ

!

(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan lzin

g

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front  office) memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan|
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon|
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. lzin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
_ -+ | Bial_ya/Tal;ljf Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

S F;r_oduk Péla&ranaj;- Izin Praktik Dokter Gigi

6-“ Pena;lganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
' Pengaduan,

' a. Secara langsung melalui :
| Saran, dan

1. Kotak saran
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan

' b. Secara tidak langsung melalui :
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Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/

Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : JI. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

DA WN =

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No | Komponen | e Uraian |

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor|
2052/MENKES/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

6. 2021 tentang Pendelegasian |
Kewenangan

7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon,;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

10. Penyimpanan Arsip;

11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;

2 [Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

DU Oy (G B 0T o=

14, Toilet. |
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku; B . _ |
4 | Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
' Internal . berjenjang;

| | 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
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5 Jumlah Pelaksana | 7 (tuguh) orang

6 Jamman Pe]ayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti
' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
| dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

| Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas

Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
1 | izin.

8 | Evaluasi Kinerja . Evaluasu kinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;
+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

7. 1zin Praktik Dokter Spesialis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

_ —_——————— e -

| [
No ! Komponen | Uralan |
1 Persyaratan 1 Surat Permohonan bermateral Rp 10.000, (sepuluh
' Pelayanan ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;
' 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6
(masing-masing 3 lembar);
4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; '
' 5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan
dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI);

6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau
surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan |
sebagai tempat praktiknya;

7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter |
Spesialis yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu;

8. Asli Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai
tempat praktik;

9. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan.
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2 | Sistem,

Mekanisme dan

Prosedur ; ,U,

(MULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

| Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
| - dan tanda terima pendaftaran

v

r

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

J

Proses Penetapan lzin

U

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office)] ~memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan
Penyelesaian | dinyatakan lengkap.
4 | Biaya/Tarif ' Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

5 | Produk Pelayanan | Izin Praktik Dokter Spesialis
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6 | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

| Pengaduan, .
' a. Secara langsung melalui :
| Saran, dan
1. Kotak saran
Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

Gl 9N =

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Koi‘nponen

"
|
|

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
| 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
' Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan |
' Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

o

Saran, Prasarana
[dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon,;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

B

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;
14. Toilet. |
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3 | Kompetensi 1. Pendidikan mir_limal SMA sederajat;

' Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
i 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang ;
| . berlaku; '
4 Pengawasan D1laksanakar1 oleh atasan langsung secara berjenjang; |
Intc_amal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

i 5 Jumlah Pelaksana 7[tu1uh) orang

6 Jamman Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutl
' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan

| 7 Jamman Setlap pemohon yang menglkun prosedur yang telah |
i Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan
; Keselamatan selama di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas |
' Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
[ S B[ R B - S
' 8 | Evaluasi KJnerja » Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur |

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala ’
dalam pelaksanaan pelayanan;

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala |
sedlkltnya 3 bulan sekah

8. Izin Praktik Bidan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

' No Komponen Uraian |
l — - - — _— — - _— {
1  Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh

' Pelayanan . ribu rupiah); |

' 2. Fotokopi identitas pemohon;
| 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar); |
| 4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; |
' 5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) vang
masih berlaku dan dilegalisir;

' 6. Surat Keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki
Surat Izin Praktik; !
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan|
. tempat berpraktik; '

' 8. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan. '
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2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa

-~ >
{

(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

4

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat - Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan lzin

g

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi |
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

kelengkapan persyaratan;

| 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officey memberikan tanda terima berkas kepada |
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka |
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

|
_|

3 | Jangka Waktu
Penyelesaian

4 l;iaya /Tarif

' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

.—Rp._ 0, -[Bebas biaya/Gfatis) :

5  Produk Pelayanan | Izin Praktik Bidan
= LV = — — 1 == : ¥
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6 | Penanganah
' Pengaduan,
' Saran, dan

|
| Masukan

' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampéﬂ;;;l :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/ '

Telepon : 082315842500 ‘

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

Kabupaten Pangandaran

Ml 0 10 (7=

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Kompoii;:n

Uraian i

1 | Désar Hukum

I1.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 “tentang_
Kesehatan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang |
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 |
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. |

2 | Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

1. Perangkat Komputer;

2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
3. Sistem SiCantik Cloud;

4. Formulir Permohonan I[zin;

5. Telepon;

6. Loket Informasi,

7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

10. Penyimpanan Arsip;

11. Ruang Tunggu;

12. Halaman ParKir;

13. Ruang Menyusui;

14. Toilet.

3 Kompetensi
Pelaksana

' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
' 2. Mampu mengoperasikan komputer;
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
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berlaku;

. 4 | Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung sécara berjenjang;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

| 5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang

6 | Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti-ﬁ
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti proseduf yang- 'Eela_h;

| Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

' Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas

' Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
izin.

8 | Evaluasi Kinerja |+ Evaluasi kinerja dilalésaﬁ-akan uﬁfuk. mengukur.

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan|
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

9, Izin Praktik Perawat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No | Komponen | Uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
' Pelayanan | ribu rupiah);
2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; |
I ' 5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih

berlaku dan dilegalisir;
Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Surat Keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki
. Surat Izin Praktik;
| | 8. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri;
9. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
| rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan.

e
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2 | Sistem,

Mekanisme dan o
|

Prosedur B

 J
a

\ (M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP D

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
i | _ dan tanda terima pendaftaran
| {FRONT OFFICE )

|
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ

Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan lzin

J

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) ~memeriksa
kelengkapan persyaratan; |

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officey memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Penyelesaian | dinyatakan lengkap.
' 4 | Biaya/Tarif 'Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

: _5 ]5 P;C;duk_ FTelaya;an _ I_zin Pra_lkti_k_ Pera\;f_ét

o7




6 | Penanganan i Pengaduan, saran dan masukaﬁ dapat disampaik.an .

Pengaduan, .
i S 3 a. Secara langsung melalui :
| PAEaT, aan 1. Kotak saran

: Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

| 1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/ :
2. Telepon : 082315842500 '
3. SMS : 082315842500
4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
5. Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

e - — —

o emeea ] T

5 I s 2

1 | Dasar Hukum ' 1.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

! ' Kesehatan; |

| i 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang]

: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; |

' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

. | 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019

: tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

i | 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
| tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
' : Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
' Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

2 Saran, Prasarana Perangkat Komputer;

' dan/atau Fasilitas Jaringan Internet/Jaringan Lokal,

| Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;

Telepon;
Loket Informasi,
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
' 9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;

00\ = Q% UN ah: 8, TS

| 11. Ruang Tunggu;
| 12. Halaman Parkir;
| . 13. Ruang Menyusui;

L | 14. Toilet. === - B
' 3 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;

|3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku; - '
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+ Pengawasan ‘ 1. Dllaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang; |

|

} ]Internal ' 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

| o : p—
i_

. 5 Jumlah Pelaksana @ 7 (tujuh) orang |
| |
|

. ' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai |
| |  dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

_:]-. aminan Pelayanan - Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutl
|
|

7 _damman | Setiap pemohon yang menglkutl prosedur yang telah
iKeamanan dan | ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
Keselamatan | di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas

| Pelayanan E permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya

| e izin. o - :

8 Evaluasi Kinerja | » Evaluasi kmelja dllaksanakan untuk mengukur_|
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala

. dalam pelaksanaan pelayanan; I

! * Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
| . berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala |
| | ) ___sedikitnya 3 bulan sekali. j

10. Izin Praktik Fisioterapis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| No  Komponen [ Uraian ||

| 1 | Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
| Pelayanan ribu rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; i

Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis yang
‘ ! dilegalisir; '
’ Fotokopi Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF); |
7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat|
| Izin Praktik;
! 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan
Fisioterapi secara mandiri;

oF . cx 8

S

9. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; |

| 10. Fotokopi Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) pertama
' (untuk permohonan SIPF yang kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan.

|
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2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat - Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan lzin

g

Penerbitan lzin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officee memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu
| Penyelesaian

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

4 | Biaya/Tarif

—

4 —

5 1 Prodﬁlz i’elayanan | Izin Praktik Fisioterapis
- !

Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

6  Penanganan
Pengaduan,
| Saran, dan
i | Masukan
|

e e —

| a. Secara langsung melalui :

Pengaduan, sa;;a.n dan ma_éukan dapat di_s_ampaikarl :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan
S . - —
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| b. Secafa tidak langsuﬁg melalui :

Gl (e b =

Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No

Komponen

Uraian

|

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Fisioterapis;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 ‘
|

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

090 N BN e

etk
- O

(=
L)

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

13:
. Toilet.

Ruang Menyusui,

Kompetensi
Pelaksana

Pengéwasan
Internal

Pendidikan minimal SMA sederajat;
Mampu mengoperasikan komputer;

Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Dilaksanakan oleh atasan_langsung secara
berjenjang;

2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

0 e




5 Jumlah Pelaksana ..! 7 [tu_]uh) orang

6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti |
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai '
dengan Standar Pelayanan yang telah dltetapkan

7 I..;J_amjnan Se‘aap pemohon yang meng1kut1 prosedur yang telah |

i_

| Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

| Keselamatan | di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas |

! Pelayanan ' permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya ‘

| izin. |
8 | Evaluasi Kinerja | * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur I

. keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala |
‘ dalam pelaksanaan pelayanan; '

| Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
I i ' berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
i i sedikitnya 3 bulan sekali.

11. Izin Kerja Refraksionis Optisien

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian ]
1 | Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (:=;epuh.1hi
' Pelayanan . ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar); ‘
! ' 4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
' '5 Fotokopi ijazah pendidikan Refraksionis Optisien yang!

| I dilegalisir;
‘ ‘ | 6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optls1en'
| (STRRO);
7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik;
|

; ' 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fas1l1tas|
‘ _ pelayanan kesehatan yang bersangkutan;

9. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; ‘

|
|

| : 10. Fotokopi Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)|
| pertama (untuk permohonan SIKRO yang kedua);

|

: ' 11.Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
‘ ' i rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan

| diwakilkan. ‘




2 | Sistem,

Mekanisme dan -

Prosedur ﬂ

v
A

(MuULAI)
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan Izin

1!

Penerbitan lzin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officey memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. lzin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

| 3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
| Penyelesaian ' dinyatakan lengkap.
' 4 | Biaya/Tarif ' Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

‘ 5 ‘ Produk“Pelayanan_ i Izin Praktik Refraksionis Opti:v.ien




Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan -

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

| b. Secara tidak langsung melalui :

Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

St oo

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Kesehatan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang |

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien dan Optometris;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

1.Perangkat Komputer;

2.Jaringan Internet/Jaringan Lokal,;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan I1zin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

. Toilet.

3 Kompetensi

| Pelaksana

Pendidikan minimal SMA sederajat;

| 2. Mampu mengoperasikan komputer;
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang

=3 =




i _5 "| ..I{l—r;ﬂah Pelaksana @ 7 (tu_]uh) orang

8 | Evaluasi Kmerja

Pengawasan

| Internal

berlaku;

| ‘ 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara belje njang;

2 Dllaksanakan secara berkala dan berkelanjutan

6  Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutl I
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuaJ;

| Keamanan dan

Keselamatan

' Pelayanan

' dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

- Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
| ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

' di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
' permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
' 1z1n

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

sedikitnya 3 bulan sekali.

12. Izin Praktik Apoteker

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

. Evaluam kmerja dllaksanakan untuk mengukur‘

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala

No Komponen Uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
' Pelayanan | rupiahj;

2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm ;

(masing-msing 2 lembar);

4. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang

dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);

6. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau

surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan
kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau
distribusi/penyaluran;

7. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

8=




2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

(MULAI)
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

I Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE)
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat - Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE)

4

Proses Penetapan lzin

g

Penerbitan lzin
(SELESAI)

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office)] memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon

dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu
' Penyelesaian

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

4 | Biaya/Tarif !
5

Produk |
 Pelayanan |
6 | Penanganan
Pengaduan,
| Saran, dan

| Masukan
L |

Izin Praktik Apott;ker

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

- 35=
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|

— .

Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/

SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

D ) e

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

Telepon : 082315842500 —‘

L

No

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

| 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin |

Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang
| Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian;

S. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

Saran,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

. Perangkat Komputer;
. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
. Sistem SiCantik Cloud;
. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
. Loket Informasi;
. Loket Pendaftaran (Front Office);
. Loket Pengaduan;
. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11.Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13.Ruang Menyusui,
14.Toilet.

A W=

O 0 3 O

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
J -
2. Mampu mengoperasikan komputer;
i 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s B




4 Penga_wa_s;n_ | i Dilaksanak;an oleh atasaﬁ _ langsung seéara

|

Internal i berjenjang; |

-. 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; ‘

5 | Jumlah ' 7 (tujuh) orang i

| Pelaksana 2 - i i - |
‘ 6  Jaminan .~ Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti

Pelayanan | prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan |

Stgn_dar Pelayanan yang telah dite_tapkan.

13. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No Komponen Uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
' Pelayanan ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;

' 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm
i ; (masing-masing 2 lembar);

' Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

! 5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis
‘ Kefarmasian (STRTTK) yang dilegalisir oleh Dinas

|
!
|
|
|
[
[
[
|

$

Kesehatan Provinsi;

6. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi
| atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas
produksi atau distribusi/penyaluran;

Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
| . | rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan

| . diwakilkan.

® N




2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

U

(MuULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

A J
)

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan lzin

4

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) = memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu
Penyelesaian

' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

4 Biaya/Tarif

Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

|
i

5 | Produk ﬁelayanan

Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

6 | Penanganan
' Pengaduan,
' Saran, dan

' Masukan

a. Secara langsung melalui :

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan : |

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

- 30 ~




 b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
! Kabupaten Pangandaran

Stk Qa0 =

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

| Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

‘ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

No Komponen [ Uraian
|

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian|
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan

; ‘ Atas  Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor

| ‘ 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin

; Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

' 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

: 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

i Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala

| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

| 2 Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer;
Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;

. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

. Toilet.

3 | Kompetensi . Pendidikan minimal SMA sederajat; _
Pelaksana . Mampu mengoperasikan komputer;
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[ ‘ 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang |
! . | berlaku; ;
I 4 | Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang;
| 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; |
: Jumlah Pelaksana . 7 (tujuh) orang |

Permohonan yang lengkap dar: l_)_enar serté mengikuti |
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai

; 6 ‘Jamman Pelayanan
! | i ) dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian
1 | Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
' Pelayanan ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;

3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
5
6

Fotokopi ijazah yang dilegalisir; i
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian |
(STRTS) yang masih berlaku dan dilegalisir;

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik;

8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja dari pimpinan

! tempat bekerja; |

9. Rekomendasi dari organisasi profesi / Himpunan Ahli
Kesehatan Lingkungan Indonesia (HKLI)

' 10. Fotokopi Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
pertama (untuk permohonan SIKTS yang kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
| . diwakilkan. |




' Saran, dan
Masukan

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
2. Telepon : 082315842500
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2 | Sistem,
Mekanisme dan = - -
Prosedur ﬂ
(M ULAI )
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
- dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat Validasi berk:
Penolakan — (a&ACl( OFFlc: : )
Proses Penetapan Izin
Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) = memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan |
| Penyelesaian dinyatakan lengkap. ]
4 | Biaya/Tarif Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis) ’
S | Produk Pelayanan ' Izin Kerja Tenaga Sanitarian
6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
| Pengaduan,



SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

s o

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Korhponen

Uraian

‘ 1 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang.

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerja Tenaga Sanitarian;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

0100 IOV O B G e

Pk
[ \)

[y —
— O

Perangkat Komputer;
Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;

. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

14. Toilet.

3 | Kompetensi
 Pelaksana
|

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

4 Pengawasan

. Dilaksanakan oleh atasan

langsung secara
berjenjang;

. Dilaksarlake}n secara berkala dan b_erl_(elanjutan;

|
‘ Internal
|

5 | Jumlah Pelaksana |

7 (tujuh) orang

A3 -




| 6 Jaminan Pelayanani Permohonan yang lengkap dan- -benar serta mengikuti;

| ' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai

‘ dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. I

15. 1zin Kerja Perekam Medis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No Komponen S ."Ur_'_g.ian I = ‘
1 Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- ... g _|

Pelayanan rupiah); |
Fotokopi identitas pemohon; |
Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
Fotokopi ljazah yang dilegalisir;

O 1k 0N

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Perekam Medis yang masih
berlaku dan dilegalisir;

| 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memilik surat izin
| praktik;

‘ ' 8. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja dari pimpinan
! | tempat bekerja;

: : ' 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;

|

|

10. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

2 | Sistem,
Mekanisme e - -
dan
Prosedur ﬂ
(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

{FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

Iy

Proses Penetapan lzin

d

Penerbitan Izin
(SELESAI )
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1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5.1zin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :

|
‘ Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500
' SMS : 082315842500
: Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
. | Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
! i ‘ Kabupaten Pangandaran

3 Jangka ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
Waktu ' lengkap.
~ Penyelesaian .
. 4 Biaya/Tarif | Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis) B
- 5  Produk Izin Kerja Perekam Medis i
Pelayanan - ) _'
6 | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
f | Pengadusn, | a. Secara langsung melalui :
! | Saran, dan i 1. Kotak saran
' Masukan |

(I a6: LB 0 =t

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

‘ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

| 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013
' ‘ tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

| 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan|
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
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dan Pelayanan Perizinan Terpadﬁ Satu Piﬁt_l_l_"
Kabupaten Pangandaran.

S e ——— — _‘

| Modal L

| 2 |Sarar1, Prasarana 1. Perangkat Komputer; .
| idan/ atau 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal; |
! Fasilitas 3. Sistem SiCantik Cloud;
. 4. Formulir Permohonan Izin; !
| | | 5. Telepon;
I ' 6. Loket Informasi; |
L 7. Loket Pendaftaran (Front Office); |
8. Loket Pengaduan; i
. ' 9. Loket Pengambilan Izin; |
] ' 10. Penyimpanan Arsip;
‘ | I 11. Ruang Tunggu;
; ' 12. Halaman Parkir;
' 13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 ‘ Kompetensi . 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
, | Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
L 1 |3 Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
; 4 | Pengawasan . 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara |
' Internal berjenjang; |
.| |2 Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- 5  Jumlah ' 7 (tujuh) orang
| i Pelaksana |
! 6 ‘ Jaminan ' Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti prosedur
| ' Pelayanan ' yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar
I ____i____ | Pelayanan yang telah ditetapkan. |
16. Izin Praktik Tenaga Gizi
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)
'No Komponen | 2 Uraian s
i[ 1| Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribull
| Pelayanan | rupiah); |
- i 2. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm (2 lembar); ‘
! | ' 3. Fotokopi identitas pemohon; i
i 4. Fotokopi ljazah yang dilegalisir;
| S. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) yang

|

masih berlaku dan dilegalisir;

' 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat izin
praktik;

7. Surat pernyataan memiliki tempat bekerja dari pimpinan

tempat berkerja;

J
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[Eas=—=————— B

8. Rei{gmendasi dari organisaéi profeé_i (P};SRS_;\GI);
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

| | 10. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) pertama
i (untuk permohonan SIPTGz yang kedua); |
| - 11.Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
| 5 dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan. '
2 | Sistem,
Mekanisme — - -
dan
Prosedur ﬂ
(M ULAI )
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat Validasi berkas
Penolakan - (BACK OFFICE )
Proses Penetapan lzin
Penerbitan Izin
(SELESA! )
Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;
Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;
Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat
penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
[zin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
. 3 | Jangka Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
Waktu lengkap. .
| Penyelesaian - - ]
4 | Biaya/Tarif | Rp. 0 ,- (Bebas biaya/ Gratis) o - _ '
5 | Produk Izin Praktik Tenaga Gizi
|_ ' Pelayanan
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Pengaduan, saran da.n masukan dapat disampaikan :

| 6 Penanganan

P | |
| ‘ engaduan, a. Secara langsung melalui : |
' ‘ Saran, dan | 1 Wotak saran |
! ' Masukan | - |
| i

2. Petugas pada Loket Pengaduan

' b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/ !
Telepon : 082315842500 '
SMS : 082315842500
| Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

| ‘ Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
| I - Kabupaten Pangandaran.

b e

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen : Uraian

1 Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

|
| 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang
| Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

| . 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

! Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas
| | Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
| Pintu Kabupaten Pangandaran.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;

2 (Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);

Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;
. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
'3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana ' 2. Mampu mengoperasikan komputer;

| 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e B B B e

et
=

“ag-




4 | Pengawasan l 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
' Internal . berjenjang;
! | ! 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; |
'5 | Jumlah 7 (tujuh) orang |
| Pelaksana I
6 | Jaminan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti prosedur‘
| Pelayanan ' yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar

' Pelayanan yang telah ditetapkan.

17. I1zin Kerja Tenaga Gizi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen 1 - Uraian e 25 )
1 ! Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu |
' Pelayanan rupiah); i
| | 2. Fotokopi identitas pemohon;

' 3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
' 4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
5. Fotokopi ljazah yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz); yang I
masih berlaku dan dilegalisir; ;

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin |
praktik; !

o

‘ ! 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja dari pimpinan

| ‘ tempat berkerja;

i ' 9. Rekomendasi dari organisasi profesi (PERSAGI);

‘ 10. Fotokopi Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) pertama
(untuk permohonan SIKTGz yang kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
| dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.
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2 | Sistem,
Mekanisme > - N
dan
Prosedur ﬁ
(M ULAI )
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat Validasi berk
Penolakan _ ?ETACKOFFIC: 5 )
Proses Penetapan lIzin
Penerbitan Izin
(SELESAI )
Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;
Petugas pendaftaran (front office] memeriksa kelengkapan
persyaratan,
Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3 Jangka ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
- Waktu lengkap.
Penyelesaian | F B
4 | Biaya/Tarif | Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis) B - )
5 | Produk | Izin Kerja Tenaga Gizi
__ |Pelayanan | : - e
6 Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
gengadgan, ' a. Secara langsung melalui :
A 1. Kotak saran
| Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :
1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id / public/
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. 2. Telepon : 082315842500
‘ 3. SMS : 082315842500
4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com ‘
5. Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

[w—y

1 Dasar Hukum | Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
. |

' 2. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; i

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
! Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

| 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2013 tentang
5 Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

' 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pangandaran.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);

Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan Izin;
. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;
. Halaman Parkir;
. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
I Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2 |Sarana,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

30 ) O e e GO RO e

[ —
[l =)

[ —
w N

Pengawasan i_ ]i).i.laksanakan oleh ataéé}l_ langsung secara
Internal , berjenjang;
_! 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; |

! 5 Jumlah “ 7 (tujuh) orang
’ Pelaksana

S s




6 | Jaminan \ Permohonan yang lengkap dan benar s;erté mengikuti pI:OSCdljl;
‘ ' Pelayanan ' yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar
| | Pelayanan yang telah ditetapkan. |

18. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| No  Komponen Uraian

1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

' Pelayanan : rupiah);

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar); \
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; ‘
Fotokopi identitas pemohon; i
Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut
(STRTGM) yang masih berlaku dan dilegalisir;

! 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memilik surat izin ‘
i | praktik; '
| .

|

|

v 0 K

| 8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau yang
i menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan
|
|

kesehatan yang bersangkutan;

| 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
| 10. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
| : dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan. |
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2 | Sistem,

Mekanisme < - >
dan
Prosedur ﬂ

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan lzin

J

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud,;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

- 3 | Jangka Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan

| Waktu lengkap.

_ Penyelesaian | |
: 4 | Biaya/Tarif | Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

| 5 | Produk | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Pelayanan ‘




6 | Penanganan | Pengaduan, saran dan masuka_n Hapat disampaikan :

: ! Ps’engad;an, a. Secara langsung melalui :
etk _ 1. Kotak saran
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

4. Telepon : 082315842500
5. SMS : 082315842500
6. Email : .
- pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com ‘
7. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

Kabupaten Pangandaran |

|
‘ 3. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/ public/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

! ' 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

| tentang Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan

Mulut;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin,;

2 [Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Telepon,;
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan Izin;
. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;
. Halaman Parkir;
. Ruang Menyusui;
. Toilet.

W O R Gk e

—
- O

—
W N

oy
Y
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3 ‘ Kompetensi | 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;

| ' Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;

l | 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang

L | berlaku; S

| 4 IPengawasam 1. Dilaksanakan oleh atasan _laI;g_sung - s_e;(;a;am. .
Internal berjenjang; l

_2. Dﬂalgsanakan secara berkalg_dan berkelan_j utan;

5 | Jumlah Pelaksana @ 7 (tujuh) orang

6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yanénléngkap dan" ‘t;énar sértém r;éngikuti'
| prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
| dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

19. Izin Praktik Penata Anestesi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

I
]
i

' No _Komponen Uraian_ R e e P i i ‘

- i - '

1 | Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
| Pelayanan rupiah); |
Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm (2 lembar); |
Fotokopi identitas pemohon,;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Al

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi
_ (STRPA) yang masih berlaku dan dilegalisir;
: | 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin |
| praktik; |
8. Surat pernyataan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan |
' Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada
; fasilitas pelayanan yang bersangkutan;
9. Rekomendasi dari organisasi [katan Penata Anestesi
Indonesia (IPAI) sesuai tempat praktik;

| 10. Fotokopi Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) pertama
(untuk permohonan SIPPA yang kedua); 1

| 11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
| dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan. !
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2 | Sistem,
Mekanisme

dan I

Prosedur B

(MULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan Izin

g

Penerbitan lzin
(SELESAI )

 J
&

i 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan,

' 2. Petugas pendaftaran (front office)] memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
L Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
| Penyelesaian | lengkap. B
| 4 | Biaya/Tarif Rp 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

5 | Produk 1zin Praktik Penata Anestesi
| Pelayanan |
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6 | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

| Pengaduan, !
. Saragn d a. Secara langsung melalui :
5  CEE 1. Kotak saran

' Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
|

' b. Secara tidak langsung melalui :

' Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

oY B 0 R =

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No |  Komponen | '  Uraian
| i

......

1 Dasar Hukum 18 Undang—undang_N_amor 36 Tahun 2009 tentang|
Kesehatan;

' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

i Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2016
; tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata
Anestesi;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepalag
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Sarana, Prasarana 1. Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,

3. Sistem SiC
4. Cantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
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. Pendidikan minimal SMA sederajat; |

3 | Kompetensi 1
' 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3

|
Pelaksana |
| ‘ ! .Memahami peraturan perundang-undangan yang
| - | berlaku; - -
! 4 Pengawasan ' 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
| Internal | berjenjang;

|| 2. Dilaksanakan secara berkglﬂian_ _berkt_slapjufcan; ] _
i 5 | Jumlah Pelaksana ' 7 (tujuh) orang i

I
T -
6 | Jamman Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutll

' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengam|

i Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. |

| . B E— : —

20. Izin Praktik Elektromedis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian

1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan ribu rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (2 lembar);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E)
atau STR-E sementara bagi tenaga kesehatan Warga
Negara Asing yang masih berlaku dan dilegalisir; '
| 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat ‘
’ izin praktik;

AL S

' 8. Surat keterangan bekerja dari pimpinan Fasilitas
| ’ Pelayanan Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang
| bersangkutan;
: ' 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
| ; 10. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
‘ ; rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
| ‘ diwakilkan.
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2 | Sistem,
' Mekanisme dan
Prosedur

¥
A

U

(MULAI)
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT [l
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan Izin

g

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office)j memeriksa
kelengkapan persyaratan,;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officel memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu

4 Biaya/Tarif

:

5  Produk Pelayanan_

6 i Penanganan
| Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

 Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

Izin Praktik Elektromedis

e m——

i Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

| a. Secara langsung melalui : I

? 1. Kotak saran
| 2. Petugas pada Loket Pengaduan

' b. Secara tidak langsung melalui :
1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/ |
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iyl

Telepon : 082315842500 |
SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393 I
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen

Uraian

' 1 Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015
tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

2021 tentang Pendelegasian Kewenangan .
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

ol s R B AR I

—
= O

ol
W N

Perangkat Komputer;
Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan [zin;

. Penyimpanan Arsip;

. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

. Toilet.

3 Kompetensi
; Pelaksana

—

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

4 | Pengawasan
Internal

2.

. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara

berjenjang;
Dilaksanakan secara berkala dan berl_cele_m__iutan;_

5 | Jumlah Pelaks_a;xa | 7 (tujuh) orang
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6 ' Jaminan Pélayana.n

Permohonan yang lengkap dan benar serta meng:ikﬁé
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

21. Izin Kerja Radiografer

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

10.

11,

‘No|  Komponen Uraian
1 ‘ Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
' Pelayanan ribu rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;
Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah Radiografer yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)
yang masih berlaku dan dilegalisir;

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin prkatik;

Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan
kesehatan atau tempat praktik pelayanan yang
bersangkutan; |
Rekomendasi dari organisasi profesi Perhimpunan
Radiografer Indonesia (PARI);

Fotokopi Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) pertama
(untuk permohonan SIKR yang kedua); |
Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu |
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan |
diwakilkan. |
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2 | Sistem

b
Mekanisme dan > o

Prosedur . ﬂ

4

(MuULAIL)
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

{(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat - Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan lzin

4 |

Penerbitan lzin
(SELESAI )

| 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
' dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa
kelengkapan persyaratan; ’:

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officej memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses|
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi

; kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
' Penyelesaian dmvatakan lengkap o - .
- Blayé;;f‘érlf - Rp 0,- (Bebas b1aya/ Grat1s) o
5 Produk P;el_ag'_a_man_ 'sz Kerja Racii_(;grafer - o N _
| 6 Penanganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat_ _dlsampajkan :
' Pengaduan,

a. Secara langsung melalui :

| . 1. Kotak saran
Masukan ; 2. Petugas pada Loket Pengaduan

| Saran, dan

b. Secara tidak langsung melalui :
. 1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
| 2. Telepon : 082315842500
62 -




3. SMS : 082315842500

4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

5. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393 i
Kabupaten Pangandaran -

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

' 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Sarana, Prasarana

2 1. Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas | 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
L berlalu; -
' 4 | Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
| Internal | berjenjang;
- | 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
; 5 | Jumlah Pelaksana 7 (tujuh) orang




. 6 | Jaminan Pelayanan Permohonan yan;g_ lengké;;__&a_n.-E)f_:ﬁ:sl-r—se;a_;én_gﬂ-(ﬁtj.'
! | prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
| ' dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

h-
22. Izin Terdaftar Penyekat Tradisional ( STPT)

A. pelayanan (service delivery) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian

______ e

NO—[ Komponéﬁ Uraian |

1 | Persyaratan | 1.Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
' Pelayanan | rupiah);

' . Fotokopi identitas pemohon;

. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

. Fotokopi [jazah yang dilegalisir;

. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan

. Tradisional Jamu (STRTKT Jamu) yang masih berlaku dan
. dilegalisir;

O Uk W N

. 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
prakatik;
8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu berpraktik;

. 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
: ' 10.Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
i ’ Jamu (SIPTKT Jamu) yang pertama (untuk permohonan
SIPTKT Jamu yang kedua '

11.Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
: . dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.
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2 | Sistem,
Mekanisme

dan Prosedur

]

.@ -

(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT @

Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan lzin

U

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

H

? Prodlzk .
| Pelayanan

é .i“Pe_né_u'-xganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

| Pengaduan,
| Saran, dan
Masukan

4 Biaya/Tarif | Rp. 0 - (Bebas biaya /Gratis)

| Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu ,

a. Secara langsung melalui :

3 | Jangka Waktu | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
' Penyelesaian | lengkap.

1. Kotak saran ;
2. Petugas pada Loket Pengaduan i

b. Secara tidak langsung melalui :




2.
3.
4.
S.

Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

1 Dasar Hukum

Undang-undang Ndxﬁor 36 Tahun _2009

Uraian |
i
tentang|

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional Jamu;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

1.
2.

Sarana, Prasarana
dan/atau Fasilitas

0.
10.
i
12.

14.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;
Penyimpanan Arsip;

Ruang Tunggu;

Halaman Parkir;

13.
Toilet.

Ruang Menyusui,

3 | Kompetensi
| Pelaksana

1_. Pendidikan minimal SMA sederajat;
2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4 | Pengawasan
' Internal

‘, ) Dilaksanal_(an
berjenjang;

oleh atasan langsung secara

| 2. Dilaksanakan secara_berkala dan berkela_nj_qt_em;

5 b Jumlah Pelaksana

B

ujuh) orang
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6 | Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta meﬁgikuti.
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

23. Izin Praktik Okupasi Terapis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

1

'No | Komponen Uraian |
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan ribu rupiah);
2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan,
5. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis

(STROT) yang masih berlaku dan dilegalisir;

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki|
surat izin praktik;

8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan
Okupasi Terapi secara mandiri;

9. Rekomendasi dari organisasi profesi,

10. Fotokopi Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
yang pertama (untuk permohonan SIPOT yang
kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan.
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2 | Sistem,
Mekanisme dan 5 o <
Prosedur ﬂ
| (M ULAI )
i Permohonan
‘ TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
‘ TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat Validasi berkas
[ Penolakan — (BACK OFFICE )
Proses Penetapan lzin
Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksal|
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officey memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi

| kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4 Biaya/Tarif Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
5 | ].:;I‘Odl;k F;elay.?;nan Iéin Praktik Okupasi Terapis
6 .:- Penanéanaﬁ | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

Saran, dan |

1; Website * https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
G-

L




2.
3:
4.
o )

Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen

1 Dasar Hukum

I

1.

Uraian

Undang-undang Nomor 36 Tahun 20&3 tentamg1
Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Okupasi Terapis;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Pendelegasian Kewenangan

2 |Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

000 ¥ Oy O A LoD

et
N = O

—
2 W

3 | Kompetensi
| Pelaksana

4 | Pengawasan
' Internal

. 5 - Jumlah Pelaksana

W N e

| 2.

-7 (;cuj uh) orang

. Pendidikan
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang

Dilaksanakan oleh atasan

Perangkat Komputer; ‘
Jaringan Internet/Jaringan Lokal; ‘
Sistem SiCantik Cloud; |
Formulir Permohonan Izin; ‘
Telepon; ‘
Loket Informasi, ‘
Loket Pendaftaran (Front Office); .
Loket Pengaduan; ‘
Loket Pengambilan Izin; ‘
. Penyimpanan Arsip;
.Ruang Tunggu; ‘
. Halaman Parkir; ‘
. Ruang Menyusui; |
. Toilet.

ﬁimal SMA sederajat;

berlaku; _
langsung secara
berjenjang;

Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

- 69 -
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6 ZJaminan Pelayanan ' Permohonan yang_ lengkap dan benér SEI:té;. .mengi_kl_xti
' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
' Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas|
' Pelayanan ' permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
| izin.

8 Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur|

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali. '

24. Izin Kerja Okupasi Terapis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen i Uraian ]|
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh!
Pelayanan ribu rupiah); ;
2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
5. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
6.

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis|
(STROT) yang masih berlaku dan dilegalisir; '
| 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat|
izin praktik; '
8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja dari pimpinan

| fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;

! 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;

10. Fotokopi Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) yang|
pertama (untuk permohonan SIKOT yang kedua; :

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan|

| diwakilkan.

Y=




3

e

2 | Sistem,
Mekanisme dan > o <
Prosedur ﬂ
(MULAI ) fb
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksa an kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )
Proses Penetapan Izin
| Penerbitan lzin
' (SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) = memeriksa
kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officel memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telahi
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka|
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon

: dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi|
‘ kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). n
 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
 Penyelesaian | dinyatakan lengkap. D
4 | Biaya/Tarif IRp 0 ,- (Bebas blaya/Gratls) B
S | Produk Pelayanan | Izin Ketja Okupasi Terapis )
6 | Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat dlsampalkan
' Pengaduan,

i Saran, dan
| Masukan

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

‘ b. Secara tidak langsung melalui :

e e




Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

0k =

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No ! Komponen I: ' ek —
| | ak | alan
i

' 1 |Dasar Hukum ' 1. Undang-undang N&ﬁor 36 Tahun“ 2009 tentanéi
| | Kesehatan;

' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Okupasi Terapis; !

S. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun i

2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
| | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

QX OV & ke e

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;

14. Toilet. -
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
| Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
| 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
| berlaku; - - .
4 Pengawasan | 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara !
Internal berjenjang;

|
| 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

= 1




) | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang
! S R _ . - |
6 | Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti|
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai

dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah|
' Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama|
| Keselamatan 'di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas|
| Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
_ izin.

8 | Evaluasi Kinerja + Evaluasi Kkinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

25. Izin Praktik Terapis Wicara

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

—

: No i R Komponen

g _____J.___ T  Uraian

1 | Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
| Pelayanan ribu rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

o0 P W

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara
(STRTW) yang masih berlaku dan dilegalisir;
' 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat
izin praktik;
8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
pelayanan secara mandiri;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Fotokopi Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
yang pertama (untuk permohonan SIPTW yang kedua); |

11.Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
diwakilkan.

wly e




Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

g

(MULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP D

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

A

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan Izin

g

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
Petugas pendaftaran (front office) memeriksa
kelengkapan persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office)l memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan
mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM).

(o) WIS, RS N

Jangka Waktu
!Penye}e_saian

Biaya/Tarif

Produk Pelayanan

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

dmyatakan lengkap

| Izin Praknk Terapls Wicara

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Rp. 0 ,- {Bebas blaya/Gratls)

Pengaduan saran dan masukan dapat dlsajnpalkan

la. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

'b. Secara tidak langsung melalui :

o




G GOTRD =

Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : JI. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393 '
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

Komponen

iNo

1 iDasar Hukum

— == = =Zooiime=T ATy T — __!
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang}
Kesehatan; i

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang|

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;|
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Terapis Wicara;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 [Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

W o @

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;
Penyimpanan Arsip; 1
Ruang Tunggu;
Halaman Parkir;
Ruang Menyusui,
Toilet.

3 | Kompetensi
' Pelaksana

| .4 ' Pengawasan
Internal

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang

berlak_u .

. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara

berjenjang;

. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

=8




5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang - o ]

6 | Jaminan Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar sérfé meng"il;uﬁé
 prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
' Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
| Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
- izin.

8 | Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala
dalam pelaksanaan pelayanan;

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

26. Izin Kerja Terapis Wicara

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No|  Komponen | e

1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan | ribu rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

oUW N

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara
(STRTW) yang masih berlaku dan dilegalisir;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
surat izin praktik;
8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
pelayanan secara mandiri;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi,
' 10. Fotokopi Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) yang |
pertama (untuk permohonan SIKTW yang kedua); |
11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan
; diwakilkan.

= 76




2 | Sistem,

Mekanisme dan —> o

Prosedur @

&

(M ULAI )
Permohonan [

|
|
TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
| Surat i
| _ Validasi berkas

r Penolakan (BACK OFFICE )

, i

Proses Penetapan Izin

i

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) ~memeriksa|
kelengkapan persyaratan; |

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan

kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat makal
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon)
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi|

kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). J'

___3 Jangka Waktu ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

__Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

i ;_Fiellyel_esajan
4 Biaya/Tarif

5 Produk Pelayanan | Izin Kerja Terapis Wicara

'_6 -Penanganan iPengaduan, saran d_an masukén dapat disampaikan :
Pengaduan,

‘a. Secara langsung melalui :
Saran, dan

_ 1. Kotak saran i
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan |
'b. Secara tidak langsung melalui : '
1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
2. Telepon : 082315842500
Sy e 2




3. SMS: 082315842500

4. Emalil : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
5. Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

f\lo 1 2 _I(omponen i = Uralan a0 =|
| s i : TABRE S T i o T TS0 e B, ST A= ertii |

1 Dasar Hukum _ 1. Undang-undang l\}ogo} 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
; . Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; :
' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis
Wicara; |
' 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
' | Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran

i 2 [Saran, Prasarana e Perangkat Komputer; 1-
dan/atau Fasilitas | 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,;
3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
‘ | 7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu,
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3  Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
! | Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer;
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku; ) - _
-+ IP_éngawasan ' 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal | berjenjang;

| 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
| 5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang

TR~




. 6 | Jaminan f Permohonan yang lengkap dan benar serta meng1kut1
| Pelayanan prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
| ' Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setlap pemohon yang menglkutl prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
Keselamatan ' ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan'

' Pelayanan ' selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

8 l Evaluasi Kinerja « Evaluasi Kkinerja dilaksana_kan untLlR - iﬁengukur;
' keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam|
pelaksanaan pelayanan;

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan|
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala|

sedikitnya 3 bulan sekali.

27. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

‘No Komponen lf e ] ) _Uraz'é-in-

1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
Pelayanan rupiah);

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
Fotokopi identitas pemohon;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan,;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

o Uk W N

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Teknisi

Kardiovaskuler (STR-TKV) yang masih berlaku dan

dilegalisir;

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;

8. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
yang bersangkutan;

| 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;

10. Fotokopi SIPTKV yang pertama ( untuk permohonan SIPTKV

yang kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
'. dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

=hord v 7=




Sistem,

Mekanisme
dan

Prosedur

4

(MuULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

v

A

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ‘D
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan lzin

4

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

Petugas pendaftaran (front office)] memeriksa kelengkapan
persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat
penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Jangka Waktu

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan diﬁyatakan

Saran, dan
Masukan

Penyelesaian lengkap.

Biaya/Tarif Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

Produk Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler

Pelayanan

-;Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
jF’engaduan,

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
2. Telepon : 082315842500
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SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

& 0

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

iNo Komponen

2 | Saran,
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

3_ T(-c:»_i;lpeten si

6 | Jaminan

' Pelaksana

4 | Pengawasan |

Internal

5  Jumlah
B i_Pelaksana

Pelayanan

1 Dasar Hukum |

i Uraian :

1

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler;

| 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten|
Pangandaran. |

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud,;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

00 N G UL b L9 Tha

0

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
| 14. Toilet.

1. Pendidikan minimal SMA sederajat; |
2. Mampu mengoperasikan komputer;
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Dilaksana;kan oleh atasan langsung secara
berjenjang;

' 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
[ Sy =2 s oo ST Ry o o ]

. 7 (tujuh) orang i

. = — —

| Permohonan_ yang lengkap dan benar serta mengikuti prc:)sedurE
| yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar
Pelayanan yang telah ditetapkan.

8] -




7 Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah _ditetapkanf

. Keamanan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang
. dan pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan selamal
Keselamatan | proses berlangsung hingga terbitnya izin. '
Pelayanan
8 | Evaluasi * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan,
Kinerja mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan
pelayanan;

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 3|
bulan sekali.

28. Izin Praktik Ortotis Prostetis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

' No  Komponen |r Uraian
|_ 23 3 = —I_

1 | Persyaratan [ Sur_at Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepu_lt_l_h ribu
Pelayanan rupiah);

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Fotokopi identitas pemohon;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Ortotis Prostetis (STROP)
yang masih berlaku dan dilegalisir;

S 00 A

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;

8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik pelayanan
secara mandiri;

9. Rekomendasi dari organisasi profesi;

10. Fotokopi Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) pertama
(untuk permohonan SIPOP yang kedua);

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.
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2 | Sistem,

Mekanisme

dan
Prosedur ﬂ

(M ULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran

4

£

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan Izin

g

Penerbitan lzin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan,;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada
petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat
penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner

i ] | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
Waktu lengkap.
| Penyelesaian | _ )
4  Biaya/Tarif | Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis) - B
5 Produk [zin Praktik Ortotis Prostetis
_ Pelayanan | - . — _ .
6 Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
fenigacuan, a. Secara langsung melalui :
Saran, dan
1. Kotak saran
| Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
. b. Secara tidak langsung melalui :
1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
=Ry =




Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

s QI

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

iNo Kompoﬁen “ ' : et : !

| g e

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
. Kesehatan; '

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

'3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Ortotis Prostetis;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 |Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

10. Penyimpanan Arsip;

11. Ruang Tunggu,;

12. Halaman Parkir;

00 =3O Ot B R0 19 =

13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 | Kompetensi ' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;

Pelaksana 2 _
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1

. Mampu mengoperasikan komputer;
4 Pengéwasan - . Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
' Internal berjenjang;
. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

N

S J urﬁlah Pelrgtksana K (tujuh) orang
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6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta n;é_ngikuti |
i prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
' ' Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. |

e [ ——— = R S
7 Jaminan ' Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di |
| Keselamatan ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
Pelayanan - selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.
T — — SR e s
. 8 | Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur |

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan; .
'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
. berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala |
sedikitnya 3 bulan sekali.

29. Izin Kerja Ortotis Prostetis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| No Kbmponen Uraian
| 1 ‘ Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh |
i Pelayanan ribu rupiah); .

Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
Fotokopi identitas pemohon;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; |
Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Ortotis Prostetis
(STROP) yang masih berlaku dan dilegalisir;

: 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat |
‘ ' izin praktik;

O 0

; 8. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas
! pelayanan kesehatan;

; | 9. Rekomendasi dari organisasi profesi;

! 10. Fotokopi Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)
pertama (untuk permohonan SIPOP yang kedua);

‘ ' 11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu |
| | rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan !
' | diwakilkan. |

- BS -




Saran, dan
Masukan

2 | Sistem,
Mekanisme dan = o E
Prosedur ﬂ
(MuULAI )
Permchonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
| _ dan tanda terima pendaftaran
| (FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT @
Surat Validasi berkas
f Penolakan — (BACK OFFICE )
Proses Penetapan lzin
Penerbitan Izin
(SELESAI )
1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan|
persyaratan; [
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
‘ dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
'. lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud; .
5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
| menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
| Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
. Penyelesaian | dinyatakan lengkap. - o
. 4 Biaya/Tarif Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
' 5 Produk Pelayanan  Izin Kerja Ortotis Prostetis
6 :Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,

a. Secara langsung melalui :

1.
2. Petugas pada Loket Pengaduan

Kotak saran

b. Secara tidak langsung melalui :

T
2.

Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500
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3. SMS : 082315842500

4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

5. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

;No |L Komponen _- _U ;ai;n— |
| !

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Norﬁor:- 36 -'“I‘éhun QdOé? te_ntang
Kesehatan; :
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2015
Tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman,
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu|
Kabupaten Pangandaran.

| 2 |Saran, Prasarana 1. Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
| 3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi; |
| 7. Loket Pendaftaran (Front Office); |
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
| 11. Ruang Tunggu;
| 12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
| 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
_ ' berlaku. _ ) '
4 | Peﬁgawasan ] 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung  secara
Internal berjenjang;

2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

5 | Jur:llah Pelakséna ! 7 (tu}ul_'n) orang

AT




| 6 ‘Jamjnan Pelayanan | Permohonan yang léngkap dan be_nar serta ;nengikuti]
| prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan‘
' ' Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

r (i ‘ Jamman Setlap pemohon yang menglkutl prosedur yang telah\
Keamanan dan | ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di|

' Keselamatan ' ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan

| Pelayanan ' selama proses berlangsung hingga terbitnya izin. J

8 | Evaluasi Kinexja—! * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur'

5 keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam |

i pelaksanaan pelayanan; |

| ' * Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaukan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala‘
| sed1k1tnya 3 bulan sekah

30. Izin Tukang Gigi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

1 No Komponen Uraian
1 Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh i
| Pelayanan ‘ ribu rupiah); |
, ' 2. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (2 lembar);
| l 3. Fotokopi identitas pemohon; .
4. Biodata tukang gigi; |
! 5. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat

melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;
6. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat
yang diakui Pemerintah;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
surat izin praktik; |
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; ‘
| ' 9. Izin Tukang Gigi (untuk permohonan izin bukan yang
| _ pertama)
10. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu .
! ! rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan ‘
! ' diwakilkan. |
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Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

|4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan

4
A

!

(M ULAIL )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ‘B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT @
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

g

Proses Penetapan lzin

4

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan|
persyaratan,;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front

office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi; ;
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan|
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). B

Jangka Waktu
Penyelesaian

Biaya /Tarif

Produk Pelayanan

Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

- Rp. O ,- (Bebas biaya/(}ratis-}.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dinyatakan lengkap.

Izin Tukang Gigi

. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :
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Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

O e hae)

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No | _Komponen

S
|
|
=
|

Uraian

1 Dasar Hukum

_—— {

. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan; |

. |
. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan,
Pekerjaan Tukang Gigi;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

‘ 2 Saran, Prasarana
'. dan/atau Fasilitas
1'
|

Cobe o S

9

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

3 Kompetensi
Pelaksana

4 Pengawasan
: Internal

W N -

. Dilaksanakan oleh atasan lang_sun_g

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

secara
berjenjang;

. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
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5 Jumlah Pelaksana

6

IK; (tujuh) orang

Jamman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkuu

prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di

ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohcman
selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

Evaluasi Kinerja .

Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala

sedikitnya 3 bulan sekali.

31. Izin Kerja Optometris

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

.No

Komponen ; ;

1 | Persyaratan 1.
Pelayanan '

2.

3.

| 4.

9.

6.

i

8.

9.

10

11.

il el SR et =R R R

Surat Permohonan bermateral Rp. 10 000 (sepuluh nbu
rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah pendidikan Optometris yang
dilegalisir;

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Optometris (STRO) yang
masih berlaku dan dilegalisir;

Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
pelayanan kesehatan yang bersangkutan;

Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

.Fotokopi Surat Izin Kerja Optometris (SIKO) pertama

(untuk permohonan SIKO yang kedua);

Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

s O




2 I Sistem,
Mekanisme dan

Prosedur ﬂ,

%

|
‘ | (MULAI )
Permohonan

‘ 1
| - TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE ) l
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ |
|
Surat — Validasi berkas
| Penolakan (BACK OFFICE )

Proses Penetapan lzin

g

Penerbitan Izin |
. (SELESAI ) '

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan; |

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front

office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan|
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah|
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4 'Biéya/ Tarif ' Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
5 Produk Pelayanan | Izin Kerja Optometris
i. 6 “,Penah,-ganan I_Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
'Pengadzan, | a. Secara langsung melalui :
Baran, dan 1. Kotak saran
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan

- 92 -




b. Secara tidak langsung m_elalui :

Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/

Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

R 0D

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

;No Komponen

1 Dasar Hukum

Uraian y I
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien
dan Optometris

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu|
Kabupaten Pangandaran.

2 [Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer; L

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

0o = 1N O il et

— O
o -

. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;

—t
N =

. Halaman Parkir;

W

. Ruang Menyusui;
. Toilet.

—
N

3 | Kompetensi
Pelaksana

! 1= ——
4 | Pengawasan

' Internal

ot

. Pendidikan minimal SMA sederajat;
. Mampu mengoperasikan komputer;

W N

. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

1. Dilaksanakan oleh atasan langsung
secara berjenjang;
2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

.03 -




5 | Jumlah Pelaksana = 7 {tUjL_lh) orang

6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti |

prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
Keselamatan 'di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas |
Pelayanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya |
' izin.

8 Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala |
dalam pelaksanaan pelayanan;

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan vyang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

32. Izin Praktik Psikolog Klinis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No! -_Komponeri : ‘Uraian

1 | Persyaratan ' 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
' Pelayanan rupiah);
Fotokopi identitas pemohon;
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

S RGN

Fotokopi ijazah pendidikan program profesi psikolog klinis
yang dilegalisir;,

6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) yang

' masih berlaku dan dilegalisir;

7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;

8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan yang bersangkutan;

9. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

10. Fotokopi Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK) yang
pertama/kedua (untuk permohonan SIPPK yang |
kedua/ketiga);

' 11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.
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2 ‘Sistem, ‘ o - -

[ Mekanisme

Y
A

dan |
Prosedur ! 'B
| ‘ (M ULAI )
Permohonan

i
| TIDAK LENGKAP

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT B
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan Izin

2

Penerbitan lzin
(SELESAI )

| 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan; !

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan ;
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan |
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi; '

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dmyatakan
Penyelesaian | lengkap.

4 -Biaya/Tarif Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

'5 [Produk ' Izin Praktik Psikolog Klinis
Pelayanan

6 Penanganan [Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

Pengaduan, :
ES d a. Secara langsung melalui :

aran, dan 1. Kotak saran
Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
2. Telepon : 082315842500
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SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

Hh o0

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No by Komp_o_r_len : | - - Ur&uan |
=S, a3 |

. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 teﬁtang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentangi
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

fa—ry

1 ?Dasar Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Izin dan penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pangandaran.
2 |Saran, 1. Perangkat Komputer;
Prasarana 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
dan/atau 3. Sistem SiCantik Cloud;
Fasilitas 4. Formulir Permohonan Izin;
| 5. Telepon;
_ 6. Loket Informasi;
] 7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan,;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu,
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui,
| 14. Toilet. ) _ B
3 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat,
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4 Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang;
2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
5 | Jumlah 7 (tujuh) orang
Pelaksana | ] |
6 Jarhinan_ [ Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti prosedur
Pelayanan yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar

Pelayanan yang telah ditetapkan.
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7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yaﬁg telah ditetapkan

Keamanan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang

dan | pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan selama

Keselamatan | proses berlangsung hingga terbitnya izin. ’
Pelayanan

8 | Evaluasi * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan,

Kinerja mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan

pelayanan; :

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 3 |
bulan sekali.

33. Izin Praktik Akupunktur Terapis

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

EoT e

Uraian

1 Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu |
| Pelayanan rupiah);

Fotokopi identitas pemohon;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);

Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

G &

Fotokopi Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis (STRAT)

yang masih berlaku dan dilegalisir;

| 7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;

8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tempat Akupunktur Terapis berpraktik;

' 9. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

10. Fotokopi Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) yang
pertama (untuk permohonan SIPAT yang kedua;

11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan

fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

Y o




2 | Sistem, - S
Mekanisme l > e <
dan
Prosedur B
; (MuULAI )
Permohonan
|
: . TIDAK LENGKAP B
| Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
| — dan tanda terima pendaftaran '
(FRONT OFFICE )
|i TIDAK MEMENUHI SYARAT B
| |
. Surat Validasi berk
| Penolakan _ (BACK OFFlc:s )
Proses Penetapan lzin
Penerbitan lzin
(SELESAI )
1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan |
persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi; |
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat |
penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud; ,
l 5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan |
' menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
I | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). !
3 Jangka Pahng lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dmvatakan
Waktu lengkap.
Penyelesalan _
4 Biaya/Tarif | Rp. 0 - (Bebas biaya/ Gratis)
5 | Produk | 1zin Praktik Akupunktur Terapis
 Pelayanan

6 | Penanganan Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan :

Pengaduan, | a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

' b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
2. Telepon : 082315842500

' Saran, dan
Masukan
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3. SMS : 082315842500
4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
S. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen i Uraian Jl
1 Dasar Hukum ' 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseh&;rl'; |
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur
Terapis;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman |
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

oy

‘ 2 |Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud,;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office); |
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;

11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

00 ISl O r G0 I

| 13. Ruang Menyusui;

1 _ 14. Toilet. B _ )
3 | Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana ' 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan pemgc_lang—u_qdanggn yang berlaku; |
4 | Perigawasar_l ] 1; ﬁiiaksanakan oleh atasan langsung secara

Internal berjenjang;
; ' 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
5 | Jumlah 7 (tujuh) orang
_ Pglaksana
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6 ' Jaminan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti |
Pelayanan prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
| Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
Keselamatan ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
Pelayanan selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

| 8 | Evaluasi Kinerja |« Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur.
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya
3 bulan sekali.

34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No | Kbr_nponen | Uraian
_ 1 Pgl:_sj}aratan 1._ Sﬁrat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
Pelayanan rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon;

3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dan 3x4 cm
(masing 3 lembar);

4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

5. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
Tradisional (STRTKT) yang masih berlaku dan dilegalisir;

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;

8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan tempat Tenaga Kesehatan
Tradisional Interkontinental berpraktik;

9. Rekomendasi dari organisasi profesi,

10. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkfm.
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| 2 | Sistem, [ e

o <

, Prosedur @

Mekanisme dan

4

(M ULAI )
Permohonan |

| |
: TIDAK LENGKAP

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI  SYARAT ﬂ
Surat - Validasi berkas

Penolakan (BACK OFFICE )

i

Proses Penetapan lzin

!

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

| 2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan,;

| 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas |
validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah |
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan |
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses |
melalui aplikasi Sicantik Cloud,;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4_# Biaya /Tarif | Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

5 ' Produk Pel-ayananz [zin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional

6 Penangar_lan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,

a. Secara langsung melalui :
Saran, dan

1. Kotak saran
Masukan 2. Petugas pada Loket Pengaduan
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b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

IR g £

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No | Komponen

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ten_t;ﬁg Ke;;h_a?a_ﬁ '
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang]
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; '

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Izin dan Pelayanan Praktik Tenaga Kesehatan
Tradisional Interkontinental;

5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran.

| 2 ISararl.c-l, Prasarana . Perangkat Komputer;
' . Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
. Sistem SiCantik Cloud;

. Formulir Permohonan Izin;

dan/atau
Fasilitas

. Telepon;

. Loket Informasi,

. Loket Pendaftaran (Front Office);
. Loket Pengaduan;

. Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;

. Ruang Tunggu,;

. Halaman Parkir;

w00 s W=

e e
Ww N = O O

. Ruang Menyusui;
. Toilet. )
. Pendidikan minimal SMA sederajat;

—
Pt
B

ok

3 | Kompetensi
. Mampu mengoperasikan komputer;
. Memahami peraturan perm}dang—pnd_s_xpgan yang berlaku; |

| Pelaksana

= W N

4 - Pengawééan . Dilaksanakan oleh atasan langsung secara
Internal berjenjang;
. 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
5 | Jumlah | 7 (tujuh) orang
_ Pelaksana
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i 6 Jaminan ' Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutl prosedur!

. I Pelayanan ' yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar
| | Pelayanan yang telah ditetapkan.

35. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

i NO:' Komponen Uraian .‘
1 i Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu|
| Pelayanan rupiah);
' Fotokopi identitas pemohon;
Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
Fotokopi ijazah pendidikan program profesi psikolog klinis
yang dilegalisir; .
' Fotokopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium|
! -' Medik (STR-ATLM) yang masih berlaku dan dilegalisir;
' 7. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin;
! Praktik; .
8. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
, yang bersangkutan;
| : | 9. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
| 10. Fotokopi Surat Izin Praktek Ahli Teknologi L.aboratonum
Medik (SIP-ATLM) yang pertama (untuk permohonan SIP—
. ATLM yang kedua);
| 11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupxah)'
| dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

SIEEAEN

o

- 103 -




Y
A

2 | Sistem,
Mekanisme o

dan ﬂ
Prosedur
{(MuLAl )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
| _ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE)
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat _ Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

U

Proses Penetapan lzin

!

Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan
surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
. menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
[ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

‘ 3 Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
Penyelesaian lengkap.

% 4 }Biayé./Tarif Rp 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
' 5 Produk [lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
| Pelayanan | B ]
6 Penanganan éPengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan : i
‘ gengadgarl, ‘a. Secara langsung melalui : ‘
| sl et | 1. Kotak saran |
Masukan !

2. Petugas pada Loket Pengaduan

i b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
| 2. Telepon : 082315842500




SMS : 082315842500 |
: Emalil : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
_— | . Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

' Kabupaten Pangandaran

o s w

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang?
‘ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 3
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium
Medik; .
S. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang!
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

| Pangandaran. J
. 2 Saran, 1 Perangkat Komputer;
i Prasarana 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
| dan/atau 3. Sistem SiCantik Cloud;
| Fasilitas 4. Formulir Permohonan Izin;
‘ ; 5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office); i
8. Loket Pengaduan; |
| 9. Loket Pengambilan Izin; |
10. Penyimpanan Arsip; '
‘ | 11. Ruang Tunggu;
| ' 12. Halaman Parkir;
‘ 113. Ruang Menyusui;
- 14 Toilet. - )
3 Kompetensi | 1.Pendidikan minimal SMA sederajat;
| ' Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer; .
' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4 | Pengawasan | 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjangj
Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; ‘
5 | Jumlah 7 (tujuh) orang -
Pelaksana N _ ) |
6 Jaminan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti prosedur
' Pelayanan yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar
| Pelayanan yang telah ditetapkan. ‘
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A

‘ | 7 | Jaminan | Sétiap pemohon yang rneﬁgikuti pI‘OSC(-‘.l-l:II' yang telah ditetapka_n"-
i Keamanan 'akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang
‘ ' dan pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan selama
‘ ' Keselamatan ‘ proses berlangsung hingga terbitnya izin. ‘
| |Pelayanan | - _ -
' 8 | Evaluasi * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan,
| Kinerja mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan
' pelayanan; ‘

'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
. berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 3
i bulan sekali. '

36. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen ]V Uraian

|1 Persyaratan ‘ 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
| Pepann rupiah); |
' Fotokopi identitas pendiri; |

2
3. Susunan pengurus dan rincian tugas;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah; |
5. Nomor Induk Berusaha (NIB); |
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan; |
7. Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan ‘
bangunan yang akan digunakan; '
8. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum ;
. (apabila pendiri adalah badan hukum); !
' | 9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
‘ | TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
' ‘ 10. Visi dan misi;
i . 11. Dokumen kurikulum yang akan digunakan;
| 12. Surat keterangan sasaran usia peserta didik;
. 13. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
| l 14. Daftar dan dokumentasi sarana dan prasarana; |
| ; : 15. Struktur organisasi; |
‘ ' 16. Dokumen pengelolaan TK; !
17. Dokumen peran serta masyarakat;
i ' 18. Dokumen rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan
i selama 5 (lima) tahun;

19. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK
paling lama 3 (tiga) tahun. |




| Waktu

5 | Produk

- _J_Pelaygnan

6 i Penanganan

Pengaduan,
Saran, dan
 Masukan

' Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta

2 | Sistem,
Mekanisme > - <
dan
Prosedur ﬂ
(MULAI)
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
— dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat Validasi berka
Penolakan — [aB:\l;SOFFICE s]
Proses Penetapan  Izin
Penerbitan Izin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office)] memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan
akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat
penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar
permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;

S. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan ‘

' lengkap.

Penyelesai_an
4 | Biaya/Tarif

| Rp. O ,- (Beﬁas _biz;iy_a/ Gratis)

| |
| B B |
|
|

‘. F;engadlié.n, saran dan masukan dapat disainpajkan :

| a. Secara langsung melalui :

' 1. Kotak saran
‘ 2. Petugas pada Loket Pengaduan

1. Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/

‘ b. Secara tidak langsung melalui :
2. Telepon : 082315842500
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SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2

' Saran, Prasarana
' dan/atau Fasilitas

e B L

I —
iy

[ —
- O

e
w N

. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

. Toilet.

Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal; .
Sistem SiCantik Cloud:; |
Formulir Permohonan Izin;

Telepon; :
Loket Informasi; I
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;
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3| Kompetensi

| Pelaksana
_ 4 | Pengawasan
Internal
S |Ji
6 |

| Keamanan dan

1. Pendldlkan minimal SMA sedera]at
2. Mampu mengoperasikan komputer;
| 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

N Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;

| 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

Jumlah Pelaksana 17 (tujuh) orang

Jamman Pelayanan Permohonan yar:g lengkap dan benar serta menglkutl:

prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
 Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Jamman

Keselamatan
Pelayanan

Setlap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah |

- ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
' ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
selama proses berlangsung hmgga terbitnya izin.

8 Evaluasi Kmerja

* Evaluasi Kkinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam |

pelaksanaan pelayanan;

'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan |

.~ berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
| sedikitnya 3 bulan sekali.

37. I1zin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

!_ND Komponen Uraian
1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10. 000 (sepuluh ribu
Pelayanan rupiah);

UL o

Fotokopi identitas pendiri;

Susunan pengurus dan rincian tugas;

Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah
dan bangunan yang akan digunakan;

Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum
(apabila pendiri adalah badan hukum);

9o

9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
KB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;

10. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan
KB.
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2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

4

(MULAI )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

I Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

dantanda terima pendaftaran
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ

A J
r 3

Penolakan

(FRONT OFFICE )
Surat — Validasi berkas
(BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan Izin

4

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan,

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi,

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu
' Penyelesaian

4 | Biaya/Tarif

Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis) _

{ —

5 | Produk
| Pelayanan

6 | Penanganan
Pengaduan,
| Saran, dan
| Masukan

Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta

] .éngadl_lan_, saran dan masukan dapat disamp;i.kan_ :

| b. Secara tidak langsung melalui :

e

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
| lengkap.

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan
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3. Website : https / /[dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
4. Telepon : 082315842500

. 5. SMS : 082315842500

. ! 6. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
L . 7.Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
L_ll_____ - Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No | Komponen | iaian

1 Dasar Hukum l 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem!

Pendidikan Nasional;

I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

‘ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58|
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan|
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendlnan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; '

| f % Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

| | Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

‘ ' Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

| 8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang

| | Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabup.ateni

' ; Pangandaran. |
e i — —:___ —— = = e = {
2 Saran, 1. Perangkat Komputer; |
| Prasarana 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
. dan/atau - 3.sistem SiCantik Cloud;
' ‘Fasilitas | 4. Formulir Permohonan Izin;
' 5. Telepon;

7. Loket Pendaftaran (Front Office);

|
|
6. Loket Informasi: i
8. Loket Pengaduan; !

! 9. Loket Pengambilan Izin;
' 10. Penyimpanan Arsip;

‘ 11. Ruang Tunggu;

; . 12. Halaman Parkir;

! " | 13. Ruang Menyusui;

| ' 14. Toilet.
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| 3 Kompetensi ' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat?
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
| ' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 | Pengawasan 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;
, Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
|__ S A e R R B S —
' 5 Jumlah 7 (tujuh) orang |
Pelaksana ] - . o
. Jaminan Eermohonan yang lengkap dan benar serta menglkutl prosedur
‘ ' Pelayanan yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan Standar

‘ ! Pelayanan yang telah ditetapkan. !
|

7 | Jaminan Setlap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah dltetapkan'
' Keamanan dan | akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang_
| ! Keselamatan | pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan selama

| Pelayanan | proses berlangsung hingga terbitnya izin. ‘
.—8__Eva1u_as_1— R Evaluasi kmerja dllgk;;hakan untuk menguk; keberhasxlan,
! ‘ Kinerja . mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan
! . pelayanan; !

| |
'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan|
- berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 3
i_i bulan sekali.

38. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No Komponen Uraian
|1 Persyaratan 1. Surat Permohona.n bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
' Pelayanan rupiah);

Fotokopi identitas pendiri;
Susunan pengurus dan r1n01an tugas;

2

3 |
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/ Lurah; i
5

6

i

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan
bangunan yang akan digunakan;

‘ ' 8. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum |
(apabila pendiri adalah badan hukum); |

| ' 9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
' TPA paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;

| 10. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan i
‘ ' TPA.
_ |




2 | Sistem,
Mekanisme > o «
dan
' Prosedur ﬂ
(M ULAI)
Permohonan
| TIDAK LENGKAP ﬂ
: | Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
E (FRONT OFFICE )
|
! TIDAK MEMENUHI SYARAT B
i [ surat -
| — Validasi berkas
i ‘ | |_Penolakan (BACK OFFICE )
= g
: Proses Penetapan lzin
i
| !
! Penerbitan Izin
| (SELESAI )
|
f 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;
i ' 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
' memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
| menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
: Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
- permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
; diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap
dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi
: | Sicantik Cloud;
i ' 4. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
i menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu | Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan
Penyelesaian | lengkap. S S
l 4 Biaya/Tarif ' Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

' 5 | Produk Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Swasta
| Pelayanan




| 6 | Penanganan | Pengaduan, saran dr;m masukan c?épat disampaikan : |

Pengaduan, :
a. Secara langsung melalui :
| Saran, dan
' 1. Kotak saran
' Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
. l b. Secara tidak langsung melalui :
| Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com !
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

S S0 00 =

== el

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Ki)iﬁponen ] Uraian

1 |Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

i Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang
8. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

10. Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

—

2 |Saran, Prasarana . Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);

i
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l 8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui,

14. Toilet.
3 ‘ Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
' Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;

| | 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang

| berlakwy - _ .

4 Pengawasan | 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang; |
Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

1 -~ 1 _
.S i Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang
— l = N

6 Jamman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta meng1kut1|
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
Standar Pelayanan Vang telah ditetapkan.

‘ ’ Jaminan ' Setiap pemohon yang rnengﬂ-mtx prosedur vang telah
5 ‘ Keamanan dan :  ditetapkan akan mendapatkan j jaminan keamanan selama di
Keselamatan ' ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan

' Pelayanan ' selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

. E)vr;lluasi Einerjé_ -dilaksan;kan untuk mengukur
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

|
i Evaluasi Kmerja

|
1
|
|

i |« Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbajkang
i ' berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
. | sedikitnya 3 bulan sekali.

39. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| No [ Komponen T Uraian

1 ‘ Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
 Pelayanan ribu rupiah);

Fotokopi identitas pendiri;

Susunan pengurus dan rincian tugas;

Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan; l

Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah |
' ' dan bangunan yang akan digunakan;

NGV 19
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' 8. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan

hukum (apabila pendiri adalah badan hukum);

9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk

kelangsungan SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun |
pembelajaran; :

10. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan'

SPS.

2 | Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

I 3

C 1

(M uULAL )
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan Izin

4

Penerbitan lzin
(SELESAI )

. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi

dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan

persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officel memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada
petugas validasi;

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu
quyelesajan _

I e ————

4  Biaya/Tarif

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan .
dinyatakan lengkap. i
| Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
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|. 5 ‘ Produk Pelayanan Izm Pendirian Satuan Pendldlkan Anak Usia Dini Se]ems

| ;_7__ | (SPS) Swasta. - |
6 Penanganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat dlsampajkan .
gengadlc;an, . a. Secara langsung melalui :
i D 1. Kotak saran
Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
' b. Secara tidak langsung melalui : '

‘ ' Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500 |
SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com |
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393 i
Kabupaten Pangandaran |

G SO e

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian |

' 1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

@ - Pendidikan Nasional; _

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang@
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor|
| | 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
| Dini;

‘ B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

|
| | Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan |
} | dan Penyelenggaraan Pendidikan; ;

- | 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan|
| . Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
i = Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

! 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
i ; Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang'
; | Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; |

| ' 8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
i _ tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan

f Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
| ‘ Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangandaran |

2 | Saran, P_rasarana

Perangkat Komputer; |
' dan/atau Fasilitas

Jaringan Internet/Jaringan Lokal; |
Sistem SiCantik Cloud; |
Formulir Permohonan Izin;

Telepon,;

Loket Informasi; |

i . Loket Pendaftaran (Front Office); ]

B B8 D
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|. 3_' _Kompetensi

aﬂ

i. 5 Jumlah Pelaksa.na

Pelaksana

Internal

8. Loket- Pe_n;caan;_ .

' 9. Loket Pengambilan Izin;

10. Penyimpanan Arsip;

11, Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;

' 13. Ruang Menyusui;

' 14. Toilet.

— e et — e ———

1. Pendidikan mlmmal SMA sedera_]at
2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku; !

1 D11aksanakan oleh atasan Iangsung secara berjenjang,

2 Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,

| 7 (tujuh) orang

6 |Jamman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta menglkutx

.

b Jaminan
Keamanan dan

Keselamatan
Pelayanan

I Evaluasi KmerJa
[

prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan|
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. |

ISetlap pemohon yang mengikuti prosedur yang telahé

izin.

ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya

'+ Evaluasi kmet]a dﬂaksanakan ‘untuk mengukur|

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

'+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan

berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekah !

40. 1zin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No

Komponen

Uraian

1

Persyaratan
Pelayanan

i

&

Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
Dokumen kurikulum yang akan dipergunakan;
Daftar nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;

Daftar dan dokumentasi sarana dan prasarana;
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| 7.

Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan SD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun
pembelajaran;

Dokumen sistem evaluasi dan sertifikasi;

' 10.
Ll
| 12.

(13,

14.

Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pedidikan formal dari segi tata ruang,
geografis dan ekologis;

Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pedidikan formal dari segi prospek
pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;

Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan
pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di
wilayah tersebut;

Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang
diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal
sejenis;

Dokumen hak milik atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan;

Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

TIDAK MEMENUHI SYARAT
— Validasi berkas
(BACK OFFICE )

hukum;
!

(M ULAI')
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )

!

!

Proses Penetapan lzin

U

Penerbitan Izin
(SELESAI )

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
Petugas  pendaftaran (front  office) = memeriksa
kelengkapan persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada
petugas validasi;

- 119 -




4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah |

' dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 Jangka Waktu ' Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

' Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4 | Biaya/Tarif ' Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
5  Produk Pelayanan | Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

| 6  Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan : |
i i |
| | S=aEaduan, ' a. Secara langsung melalui :
Saran, dan
M Ka 1. Kotak saran
i astian 2. Petugas pada Loket Pengaduan
i ' b. Secara tidak langsung melalui :
| 1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
| 2. Telepon : 082315842500
| 3. SMS : 082315842500
i 4. Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
S. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Kompori_é_h-_ Uraian
1 |Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,;

6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.
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Perangkat Komputer;

Jaringan Internet/Jaringan Lokal; |
Sistem SiCantik Cloud; |
Formulir Permohonan Izin;

| 2 | Saran, Prasarana 1
2
3
. 4.
‘ | 5. Telepon;
6
7
8
9

' dan/atau Fasilitas

Loket Informasi; l

Loket Pendaftaran (Front Office); '

Loket Pengaduan;

. Loket Pengambilan Izin;

‘ 10. Penyimpanan Arsip; !
11. Ruang Tunggu; |

12. Halaman Parkir;

. - 13. Ruang Menyusui;

| . 14. Tmlet

|
= | o — s = == - S S ———
| 3 ! Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat |
Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer;

. ' 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
| 5 berlaku; |
4 Pengawasan : 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara i

' Internal berjenjang;

i 2. D11aksanakan secara berka.la dan berkelanjutan;

S I Jumlah Pelaksana ' 7 (tujuh) orang

| 6 Jamman Pelayanan Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikut1|
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai
 dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. '

7 | Jaminan | Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

| ' Keamanan dan | ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama

| Keselamatan di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas

| Pelavanan permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya
[ -_ - &___ : S SR

‘ 8 i Evaluasi Kinerja ' * Evaluasi kmexja dllaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala,
dalam pelaksanaan pelayanan;

* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

41. Izin Pendirian Sekolah Menengah (SMP) Swasta

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

'No Komponen Uraian J
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e

Persyaratan
Pelayanan

S W

o

14.

13.

Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuiuh_ B

ribu rupiah);

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
Dokumen kurikulum yang akan dipergunakan;
Daftar nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;

Daftar dan dokumentasi sarana dan prasarana;
Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan SD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun
pembelajaran;

Dokumen sistem evaluasi dan sertifikasi;
Dokumen manajemen dan proses pendidikan;
Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek

pendirian satuan pedidikan formal dari segi tata ruang,

geografis dan ekologis;

Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pedidikan formal dari segi prospek
pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;

Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan
pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di
wilayah tersebut;

Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan
yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan
formal sejenis;

Dokumen hak milik atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan;

Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

hukum;
!

(MuULAIL)
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

— dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT B
E Validasi berkas
(BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan Izin

U

Penerbitan lzin
(SELESAI )
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1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

S. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

' Ail:'z-i-n Pendirian Sekolah Menengah Pertama _(SM;F;) Swasta

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
| |
‘a. Secara langsung melalui : ;

|
b Secara tidak langsung melalui : |

Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/ |
Telepon : 082315842500 |

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : JI. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393

. 3 Jangka Waktu
| Penyelesaian  dinyatakan lengkap.
4 Biaya/Tarif Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)
i '5 Produk Pelayanan
. 6 Penanganan o
' ‘Pengaduan
‘;arank:nan 1. Kotak saran
‘ asu 2. Petugas pada Loket Pengaduan
| | 1.
' 2.
o | 3. SMS : 082315842500
- | 4
. | 5.
' | Kabupaten Pangandaran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
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42. I1zin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| No Komponé\z-:l" : — _U-xla- - ia_n T ]

1 | Persyaratan L Surat Permohonan bermaterau Rp. 10 000 (sepuluh r’ibl] |
Pelayanan rupiah); ;
. Fotokopi identitas pendiri;

. Susunan pengurus dan rincian tugas;
. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

. Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun;

Uk WN

7. Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah
badan hukum);

— e, : 3 e

2  Sistem,
| ' Mekanisme dan _ > o =

; Prosedur B

(M ULAI )
Permohonan

l ! i TIDAK LENGKAP ﬂ |

| Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
_ TIDAK MEMENUH| SYARAT B
; Surat _ Validasi berkas
|
I . i Penolakan {BACK OFFICE ) '

!

Proses Penetapan lzin

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front  office) memeriksa
! ' kelengkapan persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (ﬁ'onti
I officej memberikan tanda terima berkas kepada
! pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada'
' petugas validasi;

| ; | 4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah|
| dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
I dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan|
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses,

melalu1 aphkasx SIC&ntlk Cloud
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Pelatihan (LKP)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No

Komponen

Uraian

Persyaratan
' Pelayanan
|

Sistem,
‘ Mekanisme dan
Prosedur

rupiah);

. Fotokopi identitas pendiri;

. Susunan pengurus dan rincian tugas;

. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

. Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat

pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun;

Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah
badan hukum);

|

~-~— |
- -

|

|

!! |

l

(MULAI ) i
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT B

Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

!

Proses Penetapan Izin

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

Petugas pendaftaran (front office) = memeriksa
kelengkapan persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (ﬁont!
office) memberikan tanda terima berkas kepadal
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada
petugas validasi; !

Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon|
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di prosesi
melalui aplikasi Sicantik Cloud;
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5. Izin yang dite%bitkan diserahkan kepada Eemoﬁoni

| dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi!

kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | .jangka Wal{:cﬁ | Paling lama 7 (fujuhi 1_1ar_1 i«:erja _setelah persyaratar_l
| Penyelesaian dinyaf:a_Lkan lengkap. |
4 | Biaya/Tarif ' Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

|5 ! Produk f’elayanan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal_[PNF) Lembaga
_— e T T TR

6 ‘ Pen.;.m_gwan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Fengacu ' a. Secara langsung melalui :
Saran, dan

1. Kotak saran

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :
Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500
SMS : 082315842500
Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

Masukan

i

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

‘No|  Komponen eatan




1 | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem |
| | Pendidikan Nasional; ‘
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
! | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis .
' | Risiko; ‘

. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
! | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; |
| i 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 |
.I ' Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
i Penyelenggaraan Pendidikan;
' ' S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
| | : Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
' 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
| 5 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.
2 | Saran, Prasarana 1. Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin;
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu,
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
| 14. Toilet.

3 Kompetensi - 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;

! Pelaksana ' 2. Mampu mengoperasikan komputer; |
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang |

berlaku; - - |

ir 4 Pengawasan | 1. Dllaksanakan oleh atasan langsung secara ber_len_]ang, |

Internal | 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
5 | Jumlah Pelaksana 7 (tujuh) orang

| 6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta meng1kut1
' | prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan|
i ! Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. ]
i 7 _J;;n;an TSemap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

' Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
| Keselamatan | ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan

Pelayanan | selama proses berlangsung hingga terbitnya izin. '
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!

—_— -

- Evaluasi K?nerja

Evaluasi ldné;j; dilaksanakan untuk mengukt.ir!

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan|
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali. '

43. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kelompok Belajar

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

No |

Komponen

1 | Persyaratan

Pelayanan

O, WK

rupiah);

. Fotokopi identitas pendiri;

. Susunan pengurus dan rincian tugas; !
. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

. Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat

pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun; |

. Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah

bad:em hukum);
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2] Sisten_'l, '

i

mi -r-\.;

| Mekanisme dan
Prosedur |

3 'Jangka Waktu |
‘ Penyelesaian
' Biaya/ Tarif

' Produk Pelayanan
6 Penangaié.n— -
' Pengaduan,

| Saran, dan

' Masukan

(MuLAI)
Permohonan |

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

_ dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
- Validasi berkas
{BACK OFFICE )

4

Proses Penetapan lzin

J

Penerbitan Izin
(SELESAI ) |

Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang ditetapkan;

Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office)
memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan
menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi; |
Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesmner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pa,lmg lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
dmy atakan lengkap.

Rp 0 ,- (Bebas blaya/Grans)

| Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Kelompok
Belajar ;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

- a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan i

| b. Secara tidak langsung melalui :

o IEEER

2. Telepon 082315842500

1. Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
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3. SMS: 082315842500

4. Emalil : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
S. Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
! Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

|r No | “ ”.I_(omponen
i

o e : L |

Uraian |

| s ol R st SSER sl
1  Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem |

: | | Pendidikan Nasional; |
' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; g
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
i Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan |
. Penyelenggaraan Pendidikan; |
| ' 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| : Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
| ' Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- ' 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
! 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
' Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanI
' Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. |

ot e g |
|

2 | Saran, Prasarana 1. Perangkat Komputer;
dan/atau Fasilitas | 2. Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
3. Sistem SiCantik Cloud;
4. Formulir Permohonan Izin; -’
5. Telepon;
6. Loket Informasi;
7. Loket Pendaftaran (Front Office);
8. Loket Pengaduan;
9. Loket Pengambilan Izin;
10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu,
12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;
14. Toilet.
3 | Kompetensi ' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat; i
: ' Pelaksana | 2. Mampu mengoperasikan komputer;
i | 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
I | berlakw; S R
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1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secarambelje_nj;ng; |

‘ 4 | Pengawas;n |

Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

|'—5} Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang |
— b ——— 1 —= = e = = -

.~ 6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti

' prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

I A At
7 ' Jaminan | Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah|
i Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di|
| Keselamatan ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
, | Pelayanan selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.
|
| 8 | Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur
, keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam|
| pelaksanaan pelayanan; |
* Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
5 sedikitnya 3 bulan sekali.

44. I1zin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

' No Kompoﬁen _ Uraiaz_;

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ‘
Pelayanan ribu rupiah); '

. Fotokopi identitas pendiri;

. Susunan pengurus dan rincian tugas;

. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah; ‘

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

_ . Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat ‘

| pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun;

5 | 7.Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah

| badan hukum);

b W
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| 2 Slstem

!

| Mekanisme dan
Prosedur ﬂ
(MULAI)
Permohonan
! TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan |
| — dan tanda terima pendaftaran ;
! (FRONT OFFICE) '
. | TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
' - Validasi berkas
(BACK OFFICE )
Proses Penetapan lzin
| Penerbitan lzin
l (SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,

- dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
; validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui

' aplikasi Sicantik Cloud; |
L 5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
: menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). '
[ 3 Jangka Waktu Pa]mg lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

' Penyelesaian dinyatakan lengkap.

4 | Biaya/’l‘arif Rp 0 ,- (Bebas b1aya/Gratls)

- 5 | Produk Pelayanan Izm

Pendman Pendldlkan Non Formal (PNF) Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

6 Penanganan Pengaduan saran dan masukan dapat dlsampalkan

Pengaduan,
l Saran, dan
| Masukan

a. Secara langsung melalui :
7

Kotak saran

2. Petugas pada Loket Pengaduan
. | b Secara tidak langsung melahn
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l - . Website : https://dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

AW

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

Kbmponen : _ Uraian

|NO‘

! 1 | Dasar Hukum ' 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemi
' Pendidikan Nasional;

, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko; |

| ' 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; |

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 |

; Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan |

| Penyelenggaraan Pendidikan; |

! ! S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
‘ ' | Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

. Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; i
' 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun |
' i 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan '

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala|
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Per"izinani
i _ Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

Perangkat Komputer;
Jaringan Internet/Jaringan Lokal,;
Sistem SiCantik Cloud;
Formulir Permohonan Izin;
Telepon;
Loket Informasi;
Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;
Loket Pengambilan Izin;

. Penyimpanan Arsip;

11. Ruang Tunggu,

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;

14. Toilet.

| 3 ‘ Kompetensi ' 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
|

2 Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

W0 09SO Gl B0 D

-
o

Pelaksana . 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku; - - B
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' 4 | Pengawasan ' 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjahg;
' | Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang :

6 | Jaminan Pelayanan  Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti.
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 | Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
| Keselamatan ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
' Pelayanan selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.
8 | Evaluasi Kinerja * Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk ”ni.e-ng{.lku_r.

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

' » Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

45. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Balai Belajar Bersama

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

_ No_é Komponen | Uraian l

1 | Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan ribu rupiah);
: . Fotokopi identitas pendiri;
. Susunan pengurus dan rincian tugas;
. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
. Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun,
7. Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah
badan hukum);

Ok Wi
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| 2 Sistem,

4

r

Mekanisme dan O

Prosedur ﬂ

{MULAI)
Permohonan

TIDAK LENGKAP ﬂ

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan

— dan tanda terima pendaftaran

(FRONT OFFICE )

TIDAK MEMENUHI SYARAT B
- Validasi berkas

(BACK OFFICE )

I

Proses Penetapan lzin

U

Penerbitan lzin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

' 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner

_ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan

Penyelesaian dinyatakan lengkap.

4 | Biaya/Tarif ' Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)
5) | Proci_ul; Pelayanan_ | Izin Peﬁdirian Péﬁdidikan Noﬁ Ff;rmal (PNF.]. Balai Belajar
Bersama

6 Penanganan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,

| a. Secara langsung melalui :
Saran, dan

1. Kotak saran
2. Petugas pada Loket Pengaduan

! Masukan

- 135 -




b.

R N

ecara tidak langsung melalui :

Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id/public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

Komponen

|1 Dasar Hukum

1.

Uraian '

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan_g_s_i_é-tgfﬁ_
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun

2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

| Saran, Prasarana
dan/atau Fasilitas

B 0

. Penyimpanan Arsip;
. Ruang Tunggu;

. Halaman Parkir;

. Ruang Menyusui;

. Toilet.

Perangkat Komputer; |
Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan 1zin;
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13 | Kompetensi
Pelaksana

4 | Pengawasan
Internal

5 | Jumlah Pelaksana |

6 |Jaminan Pelayanan

7 Jaminan
Keamanan dan
| Keselamatan
Pelayanan

'8 | Evaluasi Kinerja

46. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Bimbingan

Belajar

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

| _
No | Komponen |

1 Persyaratan
| Pelayanan

1. Pendidikan mim’mél SMA sederaj;t;

2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;

2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

7 (tujuh) orang

Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti.
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

* Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

Uraian

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);

. Fotokopi identitas pendiri;

. Susunan pengurus dan rincian tugas;

. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

. Dokumen kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
pembelajaran minimal selama 3 (tiga) tahun;

7. Surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah

badan hukum);

o L W
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2 | Sistem,

Mekanisme dan

| Prosedur B
(MULAI )
Permohonan
TIDAK LENGKAP ﬂ
Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE )
TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ
Surat Validasi berkas
Penolakan — (BACK OFFICE )
Proses Penetapan lzin
Penerbitan lzin
(SELESAI )

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan
persyaratan;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan
diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah
lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui
aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan|
menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 | Jangka Waktu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4 | Biaya/Tarif Rp. O ,- (Bebas biaya/Gratis)

L5 | Produk Pelayaﬁan [zin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga
Bimbingan Belajar

6 Penanganan ' Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak saran

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :
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Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

S 0 0O

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

No Komponén | s Uraian

1 | Dasar Hukum ' 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste_.m
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal,;

6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran..

2 | Saran, Prasarana Perangkat Komputer;, |

dan/atau Fasilitas Jaringan Internet/Jaringan Lokal,
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon,;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

Loket Pengambilan Izin;

B = Ov iR L o 1=

\O

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu,

12. Halaman Parkir;

13. Ruang Menyusui;

| 14. Toilet.
'3 Kompetensi 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
| Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
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4 | Pengawasan ' 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

5 | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang

6 | Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti.
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

7 Jaminan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
Keamanan dan ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di
Keselamatan ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas permohonan
Pelayanan selama proses berlangsung hingga terbitnya izin.

8 | Evaluasi Kinerja « Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan;

+ Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

47. 1zin Reklame

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

Uraian

'No | Komponen
| | Persyaratan | 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh
Pelayanan ribu rupiah);

2. Fotokopi identitas pemohon,;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Fotokopi perjanjian/persetujuan tertulis antara pemilik
tanah /pemilik bangunan /pemerintah dengan pemilik
reklame;

5. Fotokopi IMB/PBG;

6. Fotokopi surat penetapan badan hukum (apabila
pendiri adalah badan hukum).
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2 | Sistem,
Mekanisme dan

4

Prosedur
ly!

(MULAL )
Permohonan

TIDAK LENGKAP B

Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan
_ dan tanda terima pendaftaran
(FRONT OFFICE)

TIDAK MEMENUHI SYARAT ﬂ

Surat — Validasi berkas
Penolakan (BACK OFFICE )

{

Proses Penetapan lzin

1!

Penerbitan lzin
(SELESAI )

' 3

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi
dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;

2. Petugas pendaftaran (front office) ~memeriksa
kelengkapan persyaratan,;

3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front
officej memberikan tanda terima berkas kepada
pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan
kepada petugas validasi;

4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah
dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon
dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan
telah lengkap dan benar permohonan akan di proses
melalui aplikasi Sicantik Cloud;

5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon
dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi
kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3 -Jangka Wak_tu Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan
Penyelesaian dinyatakan lengkap.
4 |Biaya/Tarif 'Rp. 0 ,- (Bebas biaya/Gratis)

5 | Produk Pelayanan Izin Reklame

6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :
Pesigaduan, a. Secara langsung melalui :
Saran, dan -
1. Kotak saran
Masukan

2. Petugas pada Loket Pengaduan
b. Secara tidak langsung melalui :

- 141 -

L




Website : https:/ /dpmptsp.pangandarankab.go,id /public/
Telepon : 082315842500

SMS : 082315842500

Email : - pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com
Surat : J1. Alun-alun Parigi No. 80 Parigi 46393
Kabupaten Pangandaran

G L0 ) o

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)

' No | Komponen Uraian

e L L= i TV~ ———

1 | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2021 tentarlé
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.

2 | Saran, Prasarana Perangkat Komputer;

dan/atau Fasilitas Jaringan Internet/Jaringan Lokal;
Sistem SiCantik Cloud;

Formulir Permohonan Izin;
Telepon;

Loket Informasi;

Loket Pendaftaran (Front Office);
Loket Pengaduan;

9. Loket Pengambilan Izin;

00 A D 00D S

10. Penyimpanan Arsip;
11. Ruang Tunggu;

12. Halaman Parkir;
13. Ruang Menyusui;

14. Toilet. _
3 | Kompetensi | 1. Pendidikan minimal SMA sederajat;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
+ | Pengawasan | 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
| S IJ umlah Pelaksana 7 (tujuh) orang

| 6 Jaminan Pelayanan | Permohonan yang lengkap dan benar serta mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan akan diproses sesuali
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
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7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

8 Evaluasi Kinerja

Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama
di ruang pelayanan, termasuk keamanan berkas
permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya

izin.

Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur
keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam
pelaksanaan pelayanan,

Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala
sedikitnya 3 bulan sekali.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal Februari 2022

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA
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